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Abd Wahid Rasyidin, Nomor pokok E121 13 319, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi 
dengan judul : “Analisis Pelayanan Publik Di Dinas Penenaman Modal 
Dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kota Palopo”. Di bawah bimbingan Dr. 
H. A. Samsu Alam, M.Si. dan A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si. 
 Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui strategi yang di lakukan 
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, manfaat yang 
dirasakan oleh masyarakat dari pelayanan perizinan, serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penjabaran 
secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. 
 Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Strategi pelayanan perizinan 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo adalah program pelayanan MABASSA, yakni pelayanan yang 
mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, simpatik, dan aman. 
Program pelayanan MABASSA meliputi penyederhanaan perizinan, 
penetapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur, sistem 
manajemen administrasi perizinan (SIMAP) online, pelayanan weekend 
service, program layanan jemput antar (JA), dan program service exellent. 
Kedua, manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 
adalah kemudahan dan keramahan pelayanan, kejelasan dan kepastian 
pelayanan, keterbukaan/ transparansi pelayanan, dan kenyamanan 
lingkungan pelayanan. Ketiga, faktor yang mempengarhui pelaksanaan 
pelayanan perizinan meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. 
Faktor pendukung meliputi sumber daya aparatur pelayanan, sarana dan 
prasarana, unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan, pengendalian, dan 
penertiban, dan tim teknis dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
teknis. Faktor penghambat meliputi perlunya waktu untuk menyesuaikan 
beberapa regulasi terkait pelayanan perizinan dan kurangnya kesadaran 










Abd Wahid Rasyidin, Student ID E121 13 319, Governance Science, 
Department of Political Science and Governance Science, Faculty of 
Social and Political Sciences, Hasanuddin University, drafted thesis 
entitled “The Analysis of Public Service in One Door Capital Investment 
and Integrated Service Agency of Palopo City”. Supervised by Dr. H. A. 
Samsu Alam., M.Si and A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si 
 This study aims to know the strategy applied by One Door Capital 
Investment and Integrated Service Agency of Palopo City in conducting 
licensing services, the benefits felt by the public from the licensing 
services, as well as the factors that influence it. 
 
 The study was done in Palopo City, South Sulawesi using qualitative 
with a descriptive description as the method. Data collection techniques 
were observation, interview, documentation, and literature study. 
 
 The result shows: First, license services strategy in One Door Capital 
Investment and Integrated Service Agency of Palopo City is MABASSA 
service program which is easy, accountable, friendly, fair, simple, 
sympathetic, and safe. This program comprises simplification of licensing, 
standard setting of services and standard operating procedures, licensing 
management administration system online, weekend service, pick up 
program service and service excellent program. Second, benefits felt by 
the public from the licensing services are the ease and friendliness of the 
service, clarity, and certainty of the service, openness/transparency of the 
service, and the convenience of the service environment. Third, factors 
that influence the licensing service including supporting and inhibiting 
factors. Supporting factors including service apparatus resources, 
facilities, and infrastructure, supervision technical implementation unit, 
controlling, and technical team from the regional apparatus work unit 
(SKPD).  Inhibiting factors including it takes time to adjust some 
regulations related to licensing service and the lacks of public awareness 





Analisis Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
1.1. Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan 
presidensil, dimana sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang 
terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan 
sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini lembaga eksekutif  
tidak bergantung kepada lembaga legislatif dan begitu pula sebaliknya. 
Sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan lembaga Eksekutif dan 
Legislatif dapat melakukan mekanisme checks and balances agar 
terciptanya suasana pemerintahan yang saling bersinergi. 
 Dalam perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, telah terjadi 
perubahan mendasar dimana pada tahun 1999 di berlakukan sistem 
desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas 
Otonomi1. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menciptakan pelayanan dan 
tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut Good Governance 
.Salah satu tujuan dari Good Governance adalah mendekatkan 
pemerintah dengan rakyatnya. 
 Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan 
dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, 
dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya 
                                                             
1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah 
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kebijakan yang akan dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi 
kepentingan dan aspirasi rakyat yang akan dilayaninya. 
 Dalam Melaksanakan Pelayanan publik perlu adanya penerapan 
Good Governance. Good Governance merupakan istilah popular. Konsep 
ini awalnya muncul  dikarenakan kinerja dari aparatur pemerintahan yang 
dinilai kurang efektif dalam melakukan pelayanan publik kepada rakyat. 
Sehingga gagasan ini muncul dengan harapan menciptakan pelayanan 
publik yang efektif. Good Governance berasal dari induk bahasa eropa 
yaiu gubernare dan diadopsi oleh bahasa inggris menjadi govern dengan 
makna steern atau atau biasa disebut dengan menyetir atau 
mengendalikan. 
 Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka Good 
Governance adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola 
hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat 
sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, 
dan efektif sesuai dengan dasar atau landasan  UUD 1945 untuk 
membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri. 
 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik 
Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna 
negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui 
suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, 
jasa publik, dan pelayanan administratif.
2
 
 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggaraan pelayanan publik3. Dari pengertian mengenai pelayanan 
publik menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik  diatas menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan pelayanan publik 
terhadap rakyat Indonesia memuat tentang pelayanan barang dan jasa 
serta pelayanan administratif yang tentunya diharapkan mampu berjalan 
sesuai dengan prosedur standar pelayanan dan menyeluruh ke semua 
elemen rakyat Indonesia. 
 Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentunya harus ada 
unsur-unsur yang memuat berdasarkan pada aturan undang- undang 
yang berlaku. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang nomor 25 
Tahun 2009  tentang pelayanan publik  dalam pasal 8 ayat (1) sebagai 
berikut : 
(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimanadimaksud 
pada ayat (1), sekurang-kurangnyameliputi: 
a. pelaksanaan pelayanan; 
b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 
c. pengelolaan informasi; 
                                                             
2




d. pengawasan internal; 
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan 
f. pelayanan konsultasi.4 
 Dari penjelasan diatas terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi di 
dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik mengindikasikan 
kepada penyelenggara untuk memperhatikan secara seksama tentang 
proses pelayanan publik yang baik kepada rakyat Indonesia. 
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata 
untuk kegiatan pelayanan publik.5 
 Pemerintah dalam hal ini yang merupakan salah satu 
penyelenggara pelayanan publik kepada rakyat harus senantiasa 
melakukan pelayanan yang sesuai dengan aturan dan harus mengetahui 
kondisi dari yang di layani. Artinya bahwa Pemerintah dalam menetapkan 
aturan tentang standar pelayanan publik harus senantiasa memperhatikan 
kondisi/ kebutuhan dari masyarakatnya. Standar pelayanan publik dalam 
hal ini harus selalu mendapat perubahan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan kondisi masyarakat dan lingkungannya. 
 Rasyid dalam Prismawati (2012) mengatakan, sebagaimana telah 
dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahanpada hakekatnya adalah 
pelayanan terhadap masyarakat, Ia tidaklah diadakan untuk melayani 






dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama  
 Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang 
paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah 
berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas 
layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana 
keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara 
profesional, efektif, efisien, dan akuntabel6. Untuk itu pemerintah harus 
memperhatikan aturan Undang-undang dan selalu berbenah dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 
 Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
pasal 21 menjelaskan tentang komponen yang harus dimiliki di dalam 
standar pelayanan publik, adapun komponen tersebut adalah sebagai 
berikut : 
Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 
a. “dasar hukum; 
b. persyaratan; 
c. sistem, mekanisme, dan prosedur; 
d. jangka waktu penyelesaian; 
e. biaya/tarif; 
f. produk pelayanan; 
g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 
h. kompetensi pelaksana; 
i. pengawasan internal; 
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 
k. jumlah pelaksana; 
                                                             
6
 Evi Prismawati, Skripsi Strata-1: “Analisis kinerja pelayanan publik (studi kasus pada SKPD 
Kabupaten Sukoharjo)”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2012), Hlm.3. 
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l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam 
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari 
bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan 
n. evaluasi kinerja pelaksana.” 
 
 Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, 
Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 
1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian 
berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota 
Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 
10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri 
atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 
2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, 
dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini 
memiliki luas wilayah 247,52 km² dan pada akhir 2015 berpenduduk 
sebanyak 168.894 jiwa7.   
 Pemerintah Kota Palopo yang merupakan salah satu unsur 
penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat harus selalu 
mematuhi dan berpedoman kepada Undang Undang No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. Sehingga tercipta pelayanan publik yang 
berkualitas, murah,mudah, terjangkau dan terukur.Tentunya hal tersebut 
dapat di raih ketika unsur lembaga pemerintah dan SKPD yang 
merupakan organsasi penyelenggara pelayanan publik dapat bekerja 




sama dan selalu mengevaluasi serta meningkatkan layanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) merupakan salah satu organisasi penyelenggara pelayanan 
publik di Kota Palopo di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu. Dalam menjalankan pelayanan, DPMPTSP berdasar pada 
Peraturan Walikota Palopo No. 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo. Dalam Perwal ini, DPMPTSP memiliki wewenang 
menyelenggarakan pelayanan publik  di bidang pelayanan perizinan dan 
non perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada 
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda 
daftar usaha, sedangkan non perizinan adalah pemberian legalitas 
kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau 
lainnya. 
Pada tahun 2014, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan 
Sulawesi Selatan melakukan survey terhadap beberapa Kabupaten/Kota 
termasuk Kota Palopo tentang kepatuhan pelayanan publik menurut 
Undang-undang  No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
Berdasarkan survey tersebut, Kota Palopo masuk dalam kategori Zona 
merah  tentang kepatuhan pelayanan publik. Hal ini berarti kepatuhan 
pelayanan publik di Kota Palopo masih dikategorikan rendah.Survey 
tersebut di lakukan terhadap 39 lembaga pemerintah yang ada di Kota 
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Palopo. Dari hasil survey tersebut, terdapat 2 lembaga yang masuk zona 
hijau, 7 zona kuning dan 30 zona merah. Halini menurut Subhan harus 
mendapat perhatian Wali Kota Palopo, agarkualitas pelayanan publik 
Pemerintah Kota Palopo dapat lebihditingkatkan kedepannya8. Dari 2 
lembaga yang masuk dalam zona hijau, salah satunya adalah Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPPT) yang saat ini 
berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu 
satu pintu (PTSP) Kota Palopo. 
 Selaras dengan hasil survey tersebut, Pada Tahun 2015 
Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan hasil ringkasan tentang 
“Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
khususnya pada laporan kategorisasi Kabupaten/ Kota, sebanyak 65,79% 
atau 75 Kabupaten/ Kota masuk dalam zona merah yang berarti rendah 
tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 28,95% atau 33 Kabupaten/ Kota masuk dalam zona 
kuning yang berarti sedang tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU.25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan 5,26% atau 6 Kabupaten/ 
Kota masuk dalam zona hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhan dalam 
pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik9.  






 Dari data Kabupaten/ Kota tersebut, Kota Palopo merupakan salah 
satu Kota yang masuk dalam kategori Zona merah tentang tingkat 
kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. Artinya Kota Palopo dalam kepatuhan pelayanan publik masih di 
kategorikan rendah.Hal ini tentu saja menjadi masalah yang penting bagi 
Pemerintah Kota Palopo untuk bagaimana meningkatkan kualitas 
pelayanan publik yang sesuai dengan UU tersebut. Dari laporan ini pula 
mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palopo harus banyak berbenah 
dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Kota 
Palopo, baik dari peningkatan sumber daya aparatur pemerintah maupun 
pengevaluasian standar pelayanan publik yang sesuai dengan UU No. 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
 Lalu pada tahun 2016, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan  
melakukan survey lagi terhadap Kota Palopo tentang kepatuhan 
pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. Berdasarkan hasil survey tersebut, Kota Palopo di kategorikan 
masuk dalam Zona Kuning. Artinya Kepatuhan Pelayanan Publik di Kota 
Palopo masuk dalam kategori sedang. Survey tersebut dilakukan terhadap 
seluruh SKPD yang ada di Kota Palopo. Berdasarkan survey tersebut, dari 
seluruh SKPD yang dinilai,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kota Palopo memperoleh nilai 
98(Sembilan puluh delapan). Angka ini dinilai sebagai angka yang sangat 




 Hal itu disampaikan oleh Asisten Ombudsman Sulsel Aswiwin 
Sirua, SH, MH pada kegiatan penyerahan hasil penilaian Pelayanan publik 
SKPD lingkup Pemkot Palopo oleh Ombudsman Sulsel kepada Walikota 
Palopo, H.M. Judas Amir di Ruang Kerja Walikota Palopo, Rabu tanggal 
15 maret 2017. Pada kesempatan tersebut, hadirsejumlah pimpinan 
SKPD, antara lain Kadis Koperasi, Kadis PU, Kadis Perhubungan, 
termasuk beberapa Kabid dari DPMPTSP.10 
Berdasarkan pada ringkasan laporan hasil survey dari Ombudsman 
Republik Indonesia tentang kepatuhan pelayanan publik menurut UU. No. 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Tahun 2014–2016, 
Kualitas pelayanan publik yang ada di Kota Palopo masih belum berjalan 
secara maksimal, walaupun berdasarkan laporan Ombudsman RI 
mengalami perkembangan dari kategori zona merah ke kategori zona 
kuning. Hal ini dikarenakan masih banyak lembaga pemerintah maupun 
SKPD di Kota Palopo yang belum melakukan proses pelayanan publik 
yang sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 
Meski demikian, secara terkhusus Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Palopo menunjukkan laporan 
positif terhadap kepatuhan pelayanan publik yang sesuai dengan hasil 
survey Ombudsman Republik Indonesia.Ini terbukti dari 3 tahun terakhir 
survey yang dilakukan tercatat DMPTSP mendapatkan kategorisasi nilai 






yang cukup membanggakan yakni kategorisasi Zona Hijau.Tentunya Ini 
menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kota 
Palopo agar supaya lembaga pemerintah dan SKPD lainnya juga dapat 
turut menunjukkan kinerja positif sesuai dengan apa yang telah dicapai 
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
tersebut, hal ini demi terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan 
pelayanan publik di Kota Palopo yang sesuai dengan Undang-undang No. 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Pelayanan Publik di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Palopo”. 
1.2.  RUMUSAN MASALAH 
 Pada Bagian latar belakang telah di jelaskan bahwa pelayanan 
publik  merupakan kewajiban penting dari pemerintah yang harus selalu di 
evaluasi dan di tingkatkan guna menciptakan kualitas pelayanan publik 
yang baik. Dari Penjelasan Latar belakang tersebut, maka rumusan 
masalah penelitian tersebut adalah : 
1. Bagaimana Strategi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo ? 
2. Manfaat apa yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan 
perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo? 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo? 
1.3. TUJUAN PENELITIAN 
 Mengacu pada rumusan masalah penelitan di atas, Maka tujuan 
penelitan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pelayanan perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo. 
2. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat 
terhadap pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
1.4. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, 
khususnya yang berkaitan dengan analisis pelayanan publik. 
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2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan 
acuan, pertimbangan dan evaluasi pemerintah dalam 
pelaksanaan pelayanan publik di Kota Palopo. 
3. Manfaat Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada 
















Tinjauan pustaka adalah uraian tentang teori yang digunakan 
dalam penelitian untuk menjelaskan masalah dan menjadi landasan teori 
dalam penelitian. 
2.1.  Tinjauan tentang Analisis  
 Dalam linguistik, analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap 
sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara 
mendalam.Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisis dapat 
juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa 
kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, 
penggunaan kata analisis mendapat sorotan dari kalangan akademisis, 
terutama kalangan ahli bahasa.Penggunaan yang seharusnya adalah kata 
analisis.hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari 
bahasa asing (inggris) yaitu analisys. Dari akhiran -isys bila diserap ke 
dalam bahasa Indonesia menjadi -isis. Jadi sudah seharusnya bagi kita 
untuk meluruskanpenggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik 
kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang 
semakin baik.11 
 Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter 
Salim dan YenniSalim  menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut : 




a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
(perbuatan, karangan dansebagainya) untuk mendapatkan 
fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebabsebenarnya, dan 
sebagainya). 
b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-
bagian, penelaahanbagian-bagian tersebut dan hubungan antar 
bagian untuk mendapatkanpengertian yang tepat dengan 
pemahaman secara keseluruhan. 
c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan 
sebagainya setelahditelaah secara seksama. 
d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai 
dengan hipotesis(dugaandan sebagainya) sampai terbukti 
kebenarannya melalui 
beberapakepastian(pengamatan,percobaan, dan sebagainya). 
e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke 
dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten 
untuk mencapai pengertiantentang prinsip-prinsip dasarnya.12 
2.2 Tinjauan tentang Pelayanan Publik 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan bahwa : 
“Pelayanan adalah hal, cara atau hasil pekerjaan melayani”. Sementara 
itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris, public, yang berarti umum, 
masyarakat dan negara.Dalam perjalanannya, kata publik telah dibakukan 
dalam bahasa Indonesia, yang berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh 




Inu Kencana Syafei, publik diartikan : “Sejumlah manusia yang 
mempunyai kesamaan berpikir, perasan, harapan, sikap dan tindakan 
yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki”. 
Oleh karena itu pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki 
setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 
suatu produk secara fisik. Pelayanan publik juga diartikan pemberian 
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok atau tata 
cara yang telah ditetapkan.13 
2.2.1.  Pengertian Pelayanan Publik 
Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan publik pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pelayanan publik 
sebagai berikut: 
 “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 
Lebih lanjut tentang pelayanan publik, Lonsdale dalam  Mulyadi 
(2016) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah : 
  “Segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau 
swasta karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka 
memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat.” 
 
                                                             
13 Nurul Prasetyani, Tesis Master: “Analisis kinerja pelayanan publik perusahaan daerah air 




2.2.2. Asas-asas Pelayanan Publik 
Menurut Ibrahim dalam Mulyadi (2016), asas-asas pelayanan 
publik, antara lain: 
a. Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima 
pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan 
baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-
raguan dalam pelaksanaannya 
b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus 
disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan 
masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang 
pada efisiensi dan efektivitasnya. (Tentunya kebijakan publik 
yang melahirkan aruran perundang-undangan atau 
peraturan daerah tersebut, harus pula menganut prinsip 
partisipasi masyarakat sejak masukan proses hingga 
pengambilan keputusannya, karena yang menjadi obyek 
pelayanan tersebut). 
c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut 
harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, 
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat 
di pertanggung jawabkan (mestinya juga dengan penuh 
empati dalam pelayanannya). 
d. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instani atau 
lembaga pemerintah atau pemerintahan “terpaksa harus 
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mahal”, maka Instansi atau lembaga pemerintah atau 
pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberi 
peluang” kepada masyarakat untuk ikut 
menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2.2.3. Standar Pelayanan Publik 
 Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara 
pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib 
menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk 
setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan 
pelayanan di lingkungan masing-masing. 
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 menjabarkan definisi dari 
standar pelayanan publik, yakni sebagai berikut : 
“Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau, dan terukur.” 
 
 
a. Penyusunan Rancangan  Standar Pelayanan 
 Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi 
penyelenggara pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun 
Standar Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayanan 
19 
 
terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat. 
Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara 
pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi Standar 
Pelayanan yang sudah ada sebelumnya. 
Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi 
utama dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan 
selanjutnya. Melalui Standar Pelayanan tersebut dapat 
diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan 
permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar 
Pelayanan tersebut. 
Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam 
UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini 
dibedakan menjadi dua bagian yaitu:  
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: 
1) Persyaratan  
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur  
3) Jangka waktu pelayanan  
4) Biaya/tarif  
5) Produk pelayanan  
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan  
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 




1) Dasar hukum  
2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas  
3) Kompetensi pelaksana  
4) Pengawasan internal  
5) Jumlah pelaksana  
6) Jaminan pelayanan  
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan  
8) Evaluasi kinerja pelaksana 
Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan selain perlu 
memperhatikan komponen Standar Pelayanan, organisasi 
penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi 
jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan. Fokus 
pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari 
kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur 
maupun biaya pelayanan. 
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan 
Rancangan Standar Pelayanan adalah:  
1. Identifikasi Persyaratan  
Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal 
lain) yang harus  dipenuhi  dalam  pengurusan  suatu  jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus 
dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai 
dengan ketentuan perundangundangan. Persyaratan 
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pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, 
tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.  
Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi 
persyaratan pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-
kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses 
pelayanan. Untuk mempermudah dalam proses penyusunan 
ini, Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya dapat 
dijadikan rujukan. Dalam proses identifikasi persyaratan 
pelayanan, juga perlu diperhatikan apakah persyaratan itu 
harus disampaikan di awal, di akhir atau secara bertahap 
sesuai dengan kebutuhan.  Proses perumusan persyaratan 
pelayanan ini dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum 
yang ada. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis 
pelayanan.  
Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini 
adalah:  
a) Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan 
dari masing-masing jenis pelayanan. 
b) Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan 
(di awal, di akhir, atau secara bertahap)  
2. Identifikasi Prosedur  
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan 
bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan 
proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk 
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mendapatkan pelayanan yang diperlukan.  Disamping itu, 
penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah 
tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan Standar 
Operasional Prosedur.  
3. Identifikasi Waktu  
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap 
jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam 
setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) 
dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang 
dibutuhkan.    
Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap 
jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul 
memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan 
dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur 
hubungan antar petugas.Hasil yang diharapkan dari tahapan ini 
adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis 
pelayanan. 
4. Identifikasi Biaya/Tarif 
Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 
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Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan 
berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa 
biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan 
pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya 
yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan 
dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua 
komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk 
mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke 
pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan kepada 
pengelola.   
Bagi unit pengelola pelayanan, identifikasi ini sangat 
penting untuk menjadi dasar pengajuan anggaran dan 
penentuan tarif.Apabila pelayanan ke pelanggan diberikan 
secara gratis, artinya beban biaya pelayanan secara 
keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola 
(pemerintah).Informasi biaya ini harus jelas besarannya, dan 
apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari perilaku 
petugas yang kurang baik. Proses identifikasi ini dilakukan 
pada setiap jenis pelayanan.   
Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah:  
a. Jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap 
jenis pelayanan (untuk pelayanan yang dipungut biaya);  
b. Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola 
pelayanan; dan  
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c. Daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada 
pelanggan (apabila terdapat jenis pelayanan yang 
gratis).  
5. Identifikasi Produk Pelayanan  
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang 
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan 
barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan 
diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi 
produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran 
(output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil 
akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi “produk” dari 
suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk 
setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses 
identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari 
setiap jenis pelayanan.  
6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan  
Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat 
mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk 
pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: 
penyediaan kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal 
pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima 
pengaduan.   
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Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu 
dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam 
mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama 
petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang 
dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur mekanisme 
pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat 
diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara.Hal-hal 
lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan ini dilakukan 
sebagaimana peraturan terkait yang berlaku. 
Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses 
identifikasi Standar Pelayanan tersebut, selanjutnya menjadi 
dasar bagi penyusunan Standar Pelayanan untuk membuat 
Rancangan Standar Pelayanan. Berbagai Berbagai data dan 
informasi hasil diskusi dipilih sesuai dengan kebutuhan 
penyusunan Standar Pelayanan.Informasi yang dimuat dalam 
Standar Pelayanan adalah informasi yang terkait langsung 
dengan penyelenggaraan pelayanan dan yang dapat diukur.14 
b. Penetapan Standar Pelayanan 
Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan, 
penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembahasan 
Standar Pelayanan.Pihak-pihak yang terlibat dalam 
pembahasan wajib turut serta memberikan tanda 
tangan.Standar Pelayanan yang telah disepakati antara 
                                                             
14
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 
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penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan 
oleh penyelenggara pelayanan publik.15 
c. Penerapan Standar Pelayanan 
Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, 
selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang 
bersangkutan. Proses penerapan Standar Pelayanan ini 
dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-
pihak terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut, 
harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan, 
dan anggaran unit pelayanan yang bersangkutan. 
Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen 
penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan.Integrasi ini 
bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan 
Standar Pelayanan diakomodasi melalui program dan 
anggaran, menjadi acuan kualitas pelaksanaan 
penyelenggaraan pelayanan, acuan pemantauan dan  evaluasi  
hasi lpenyelenggaraan pelayanan, dan menjadi umpan balik 
dalam tahap perencanaan program dan anggaran berikutnya. 
Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar 
Pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi 




diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh 
jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan, 
sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan 
persamaan persepsi di lingkungan unit/satker penyelenggara 
pelayanan. Proses internalisasi dan sosialisasi ini agar 
didokumentasikan oleh penyelenggara.16 
d. Penetapan Maklumat Pelayanan 
Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara 
diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat 
Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan 
kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk 
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. 
Hal-hal yang perlu dimuat  dalam Maklumat Pelayanan adalah:  
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan 
pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.  
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan 
kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-
menerus.   
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau 
memberikan kompensasi apabila pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai standar.  




Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan 
secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui 
berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
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2.3. Tinjauan tentang Pemerintah  
Secara etimologis istilah pemerintah dan pemerintahan berasal dari 
kata perintah. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
memberikan arti dari masing-masing istilah tersebut yaitu: 
a) Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh untuk 
melakukan sesuatu. 
b) Pemerintah adalah :1) Sistem menjalankan, wewenang dan 
kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik 
suatu Negara atau bagiannya; 2)Kelompok orang yang secara 
bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas menggunakan 
kekuasaan. 
c) Pemerintahan adalah :1) proses, cara dan perbuatan 
memerintah; 2) Segala urusan yang dilakukan oleh Negara 
dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan 
Negara.18 
Lalu, Syafiie (2013) juga menjelaskan bahwa secara etimologi, 
pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : 
1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang 
berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang 






memerintah memiliki wewenangdan yang diperintah 
memiliki kepatuhan akan keharusan. 
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang 
berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. 
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. 
Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang 
memerintah tersebut.”19 
Menurut Utrecht yang dikutip oleh Ismatullah dalam bukunya yang 
berjudul Ilmu Negara Dalam Multi perspektif, mengatakan bahwa 
setidaknya ada tiga pengertian pemerintah yaitu: 
1) “Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan 
kenegaraan atau kelengkapan Negara yang berkuasa 
memerintah dalam arti luas, meliputi ekskutif, legislatif, dan 
yudikatif. 
2) Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan 
tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah. 
Misalnya, Presiden, Raja, Badan Uni Soviet, dan yang 
dipertuan Agung di Malaysia. 
3) Pemerintah dalam arti kepala Negara (Presiden) bersama-
sama dengan mentri-mentrinya, yang berarti organ 
eksekutif.” 
 
Melalui pendekatan kelembagaan dan pendekatan model inilah 
yang kemudian membagi pemerintah dalam beberapa arti : 
a) Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemerintah adalah badan, lembaga, alat, 
aparat yang melaksanakan atau menjalankan pemerintahan, 
sedangkan penegertian pemerintahan adalah segala kegiatan 
atau aktivitas yang diajalankan oleh pemerintah. Pemerintah 
dalam arti terluas adalah suatu lembaga Negara seperti diatur 
dalam Undang-Undang Dasar suatu Negara (konstitusi). 
                                                             




b) Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang 
oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintah. Pemerintah dalam arti 
sempit yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasan 
eksekutif saja. 
c) Pemerintah dalam arti yang sempit yaitu lembaga Negara yang 
memegang fungsi birokrasi. 
d) Pemerintah dalam arti pelayanan. Disini pemerintahan dianggap 
sebagai warung dan pemerintah adalah pelayan yang melayani 
pelanggan. 
e) Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat yaitu pengguna 
kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada 
umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah. 
f) Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan 
pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah 
daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah 
masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya. 
g) Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintah 
dalam arti ini dikenal dengan Negara yang menggunakan asas 
dekonsentrasi dan desentralisasi. 




i) Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua 
lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empirik 
memproses jasa-jasa dan layanan publik. 
2.4 Kerangka Pikir Penelitian 
  Dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik  menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan 
pelayanan publik terhadap rakyat Indonesia memuat tentang 
pelayanan barang dan jasa serta pelayanan administratif yang 
tentunya diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prosedur 
standar pelayanan dan menyeluruh ke semua elemen rakyat 
Indonesia. 
 Sebagaimana amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik, maka di bentuk Peraturan Pemerintah 
Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 
25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hadirnya PP ini untuk lebih 
menjabarkan tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut.Di 
dalam Peraturan Pemerintah ini setidaknya memuat beberapa 
komponen tentang pelayanan publik, di antaranya ruang lingkup, 
sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar pelayanan 
publik, dan lain-lain. 
 Dalam pedoman standar pelayanan publik yang di atur dalam 
Peraturan Pemerintah ini, mengamanatkan terbentuknya Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. PermenPANRB 
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tersebut setidaknya mengatur tentang penyusunan, penetapan dan 
penrapan rancangan sistem pelayanan yang dimana di peruntukkan 
untuk penyelenggara pelayanan publik agar dapat menyusun standar 
pelayanan publik yang baik. 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penenaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu.Dalam Peraturan Walikota 
No. 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo menjelaskan bahwa kewenangan terkait pemberian 
pelayanan publik  tentang perizinan dan non perizinan di delegasikan 
kepada dinas tersebut. 
 Berdasarkan pada ringkasan laporan hasil survey dari 
Ombudsman Republik Indonesia tentang kepatuhan pelayanan 
publik menurut UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
pada Tahun 2014–2017, Kualitas pelayanan publik yang ada di Kota 
Palopo masih belum berjalan secara maksimal, walaupun 
berdasarkan laporan Ombudsman RI mengalami perkembangan dari 
kategori zona merah ke kategori zona kuning. Hal ini dikarenakan 
masih banyak lembaga pemerintah maupun SKPD di Kota Palopo 
yang belum melakukan proses pelayanan publik yang sesuai dengan 
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari 
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Fakta tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di 
Kota Palopo masih harus terus dibenahi dan ditingkatkan agar dapat 
mewujudkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-

















Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat disusun 


















Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota 
Palopo 
 Kemudahan dan keramahan pelayanan 
 Kejelasan dan kepastian pelayanan 
 Keterbukaan dan transaparansi pelayanan 
 Kenyamanan lingkungan pelayanan 
 
Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual 
Pemerintah Kota Palopo 
(Dinas Penanaman Modal dan 
PTSP) 
Standar Kinerja 
Pelayanan yang terkait 
dengan proses 
penyampaian 



















1. Faktor pendukung 
 Sumber daya 
aparatur pelayanan 
 Sarana dan Pra 
Sarana 
 UPT Teknis 
 Tim Teknis SKPD 
Terkait 
2. Faktor penghambat 







Strategi Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan 
 Program Pelayanan MABASSA 
Peraturan Perundang-undangan 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Standar Pelayanan  
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 
Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 







3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Palopo, pada Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
sebagai tata kerja lembaga daerah yang merupakan salah satu 
pihak yang memiliki peran sentral pelayanan publik di Kota Palopo. 
Waktu penelitian yaitu tahun 2017. 
3.2. Tipe Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 
tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu 
mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan 
antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. 
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan 
mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi 
laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa 
suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh 
pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk 
diteliti secara mendalam. 
Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperincil tentang 
satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan 
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jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala yang akan di 
selidiki atau di permasalahkan. 
Pengetahuan tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan 
hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui 
pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang 
diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas 
masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan 
terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan m 
kengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan 
dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti. 
3.3. Jenis Data Penelitian 
1) Data Primer 
Data Primer adalah data peneliti yang  didapat secara 
langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi 
objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini 
berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face 
to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari 
informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil 
penelitian lebih mudah. 
2) Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang relevan yang 
berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang 
berkaitan dengan pelayanan publik. Data sekunder 
merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah 
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tertulis atau dokumen.Data sekunder dalam penelitian ini 
dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait 
dengan masalah penelitian serta penelusuran data online 
atau dengan menggunakan fasilitas internet. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data  dilakukan dengan : 
a) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan untuk 
data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari 
sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan sebagai 
sumber informan maupun kondisi riil yang didapat langsung 
dilokasi penelitian dengan cara melakukan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Dalam rangka pengumpulan 
data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
antara lain sebagai berikut: 
 Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan 
langsung terhadap objek yang diteliti. 
 Interview (wawancara), yaitu mengadakan Tanya 
jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh 
iinformasi dan data-data mengenai permasalahan 
yang relevan dengan penelitian ini. 
 Dokumentasi, yaitu teknik bertujuan melengkapi 
teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. 
b) Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data 
sekunder, dan dengan cara membaca berbagai literatur atau 
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buku-buku, karangan, dan dokumen lain serta catatan-
catatan lainnya yang relevan dengan penulis ini. data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau 
institusi tertentu atau pelengkap yang diperoleh melalui 
dokumen-dokumen atau catatan-catatan resmi yang dibuat 
oleh sumber yang berwenang yang berkaitan langsung 
dengan objek yang diteliti. 
3.5. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan 
dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau 
terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pelayanan publik di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Palopo. 
Adapun informan dari penelitian ini adalah : 
1. Walikota/ Wakil Walikota Palopo 
2. Anggota DPRD Kota Palopo 
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo 
4. Kepala dan Staf Bidang Informasi, Pengaduan, dan 
Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), 
5. Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan  perizinan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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6. Masyarakat penerima layanan IMB dan SITU/HO, yang 
terdiri dari dua masyarakat penerima layanan IMB dan dua 
masyarakat penerima layanan SITU/HO yang di pilih melalui 
data penerima layanan IMB dan SITU/HO tahun 2017 dari 
DPMPTSP Kota Palopo. Metode pemilihan informan 
masyarakat menggunakan teknik Purposive/ sampling, yang 
dimana Purposive/ sampling adalah salah satu teknik 
sampling non random sampling dimana peneliti menentukan 
pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri 
khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 
diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 
3.6. Teknik Analisis Data 
 Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis data 
berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang 
diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau 
peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan 
bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, 
pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan 
dan studi kepustakaan berdasarkan indikator yang ditentukan 
dalam penelitian. 
3.7. Defenisi Operasional 
 Definisi operasional bertujuan untuk memberikan acuan 
terhadap pelaksanaan penelitian agar memberikan kemudahan 
dalam mencapai tujuan penelitian ini antara lain: 
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a) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan pendudukatas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik yang 
dimaksudkan di sini adalah pelayanan publik bidang 
perizinan di pemerintah Kota Palopo dalam hal ini 
pelayanan perizinan di Dinas penanaman modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
b) Dalam Pelaksanaan pelayanan publik d Kota Palopo, 
Khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non 
perizinan, maka Pemerintah Kota Palopo mengeluarkan 
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 tentang  
Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 
Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Palopo. Peraturan ini memberi kewenangan kepada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang 
pelayanan perizinan dan non perizinan 
c) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang di atur dalam 
Peraturan Walikota nomor 22 Tahun 2016 tersebut 
menjelaskan jenis-jenis pelayanan perizinan dan non 
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perizinan yang terdiri dari 22 jenis perizinan. Dalam hal ini, 
penulis melakukan penelitian terhadap dua jenis pelayanan, 
yakni  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin SITU/HO 
sebagai sampel penelitian untuk mengetahui strategi 
pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan yang ada 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo. 
d) Manfaat yang dimaksudkan didalam skripsi ini adalah 
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Palopo 
terhadap pelayanan perizinan IMB dan SITU/HO di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Palopo. 
e) Faktor-faktor yang mempengaruhi yang dimaksud di dalam  
penelitian ini adalah hal-hal apa saja yang mempengaruhi 
pelayanan perizinan IMB dan SITU/HO di di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Palopo, baik itu faktor penghambat 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum kota Palopo, 
profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo, serta hasil penelitian dari penulis: 
4.1  Gambaran Umum Kota Palopo 
4.1.1  Sejarah Terbentuknya Kota Palopo 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 42 Tahun 1986, 
Kota Palopo adalah kota administratif (Kotip) yang dimana merupakan 
Ibu Kota Kabupaten Luwu. Seiring dengan perkembangan zaman, 
ketika reformasi bergulir dan melahirkan UU No. Tahun 1999 dan PP 
No. 129 Tahun 2000, telah membuka  peluang bagi Kota Administratif  
di seluruh Indonesia  yang  telah memenuhi  sejumlah persyaratan 
untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. 
 Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, 
bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan 
status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan 
peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom Kota Palopo  
dari beberapa  unsur kelembagaan penguat seperti : 
1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, 




2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 
7 September 2000, tentang Persetujuan 
Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota 
Otonomi. 
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA 
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo. 
4. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 
tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip 
Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Seminar Kota Administratip 
Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi 
Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi 
Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi 
Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli 
Kota. 
 Akhirnya, setelah Pemerintah pusat  melalui Depdagri  meninjau 
kelengkapan  administrasi serta melihat  sisi potensi,  kondisi wilayah 
dan letak gerografis Kotip Palopo yang berada pada  pada jalur Trans 
sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap 
beberapa  kabupaten yang meliputi  Kabupaten Luwu, Luwu Utara, 
Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan 
prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan 
statusnya  menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. 
44 
 
 Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah 
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya 
prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan , yang 
akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model 
pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari 
induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah 
otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang 
meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan 
perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga 
untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada 
masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo 
kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. 
 Kota Palopo pada saat pertama kali terbentuk, dinakhodaioleh 
Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai 
penjabat Walikota (Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota 
Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih 
sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang 
sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo. 
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Kota Palopo awalnya terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan. 
Berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, Kota ini 
dipecah menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. 
Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Luas wilayah di Kota 
Palopo Tahun 2015 







    Kecamatan Kota 
1 Wara Selatan Sampoddo 2,90 27,20 1,17 
  Songka 2,84 26,64 1,15 
  Takkalala 2,75 25,80 1,11 
  Binturu 2,17 20,36 0,88 
2 Sendana Purangi 5,41 14,59 2,19 
  Mawa 12,12 32,68 4,90 
  Peta 14,76 39,80 5,96 
  Sendana 4,80 12,94 1,94 
3 Wara Amasangan 1,28 11,14 0,52 
  Tompotikka 2,00 17,41 0,81 
  Lagaligo 2,00 17,41 0,81 
  Boting 2,26 19,67 0,91 
  Dangerakko 1,97 17,15 0,80 
  Pajalesang 1,98 17,23 0,80 
4 Wara Timur Benteng 2,92 24,17 1,18 
  Surutanga 1,00 28,8 0,40 
  Pontap 2,51 20,78 1,01 
  Salakoe 1,00 8,28 0,40 
  Salotellue 0,90 7,45 0,36 
  Malatunrung 1,92 15,89 0,78 
  Ponjalae 1,83 15,15 0,74 
5 Mungkajang Mungkajang 11,65 21,65 4,71 
  Murante 12,40 23,05 5,01 
  Latuppa 18,33 34,07 7,41 
  Kambo 11,42 21,23 4,61 
6 Wara Utara Sabbamparu 1,90 17,96 0,77 
  Batupasi 2,72 25,71 1,10 
  Salobulo 1,69 15,97 0,68 
  Penggoli 2,11 19,94 0,85 
  Luminda 1,04 9,83 0,42 
  Pate’ne 1,12 10,59 0,45 
7 Bara Rampoang 4,65 19,91 1,88 
  Tammalebba 5,09 21,80 2,06 
  Balandai 5,60 23,80 2,26 
  To’bulung 3,97 17,00 1,60 
  Buntu Batu 4,04 17,30 1,63 
8 Telluwanua Mancani 3,80 11,07 1,54 
  Salubattang 7,23 21,05 2,92 
  Maroangin 4,21 12,26 1,70 
  Jaya 6,12 17,82 2,47 
  sumarambu 7,75 22,57 3,13 
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 Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
 
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah  
a. Letak Geografis 
Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi 
Sulawesi Selatan terletak pada 02°53'15" - 03°04'08" LS dan 
120°03'10" - 120°14'34" BT dengan batas administratif sebagai 
berikut : 
Tabel2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun  
2015 
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
Berdasarkan daftar kecamatan yang disajikan, kecamatan yang 
paling luas wilayahnya adalah  Kecamatan Wara Barat dengan luas 
54,13km2 atau 21,87persen dari luas wilayah Kota Palopo. 
  BT, Walenrang 2,86 8,33 1,16 
  Pentojangan 2,37 6,90 0,96 
9 Wara Barat Battang 22,62 41,79 9,14 
  Tomarundung 2,60 4,80 1,05 
  Battang Barat 15,26 28,19 6,17 
  Lebang 3,30 6,10 1,33 
  Padng Lambe 10,35 19,12 4,18 
Kecamatan Luas (km2) Persentase 
Sub District Total Area (square.km) Percentage 
010 Wara Selatan 10,66 4,31 
011 Sendana 37,09 14,98 
020 Wara 11,49 4,64 
021 Wara Timur 12,08 4,88 
022 Mungkajang 53,80 21,74 
030 Wara Utara 10,58 4,27 
031 Bara 23,35 9,43 
040 Telluwanua 34,34 13,87 
041 Wara Barat 54,13 21,87 
Palopo 247,52 100,00 
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Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah 
Kecamatan Wara selatan dengan luas 10,66km2atau 4,31 persen.  
Pembagian wilayah kecamatan direpresentasikan dalam gambar 
berikut: 









Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir 
dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota 
Palopo Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara 
dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 
Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang 
Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan 
laut.Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara 
ke Selatan merupakan dataran rendah atau kawasan Pantai seluas 
kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya 
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bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke 
Seatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas 
permukaan laut. 
Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran 
dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang 
Kabupaten Luwu 
 Sebelah Timur dengan Teluk Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua 
Kabupaten Luwu 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon 
Nanggala Kabupaten Tana Toraja. 
Tabel 3. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan laut (DPL)  Menurut  







Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi 
   
Wara Selatan SONGKA 16 
Sendana SENDANA 41 
Wara DANGERAKKO 14 
Wara Timur MALATUNRUNG 7 
Mungkajang MUNGKAJANG 43 
Wara Utara SALOBULO 20 
Bara TEMMALEBBA 21 
Telluwanua MAROANGIN 26 
Wara Barat TOMMARUNDUNG 17 
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Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut 
Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2015. Kecamatan Mungkajang 
memiliki tinggi wilayah paling tertinggi yaitu 43 DPL sedang yang 
terendah yakni Kecamatan Wara Timur dengan ketinggian 7 DPL.  
b. Iklim 
Pada umumnya, Kota Palopo mempunyai iklim tropis basah 
yang sama seperti keadaan di Kabupaten Luwu  atau di Provinsi 
Sulawesi Selatan pada umumnya, dengan temparatur udara berkisar 
antara rata-rata 25,5 – 27,9derajat celcius, kelembaban udara 
bervariasi antara 78,8% - 85% tergantung dari lamanya penyinaran 
matahari yang bervariasi antara 5,2 – 8,5 jam/hari. 
Berdasarkan data curah hujan Kota Palopo dari Badan 
Meteriologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan 
Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk 
daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500 – 1000 
mm/tahun, sedangkan untuk daerah hulu (pegunungan) berkisar 
antara 1000 – 2000 mm/tahun.Kondisi hari hujan harian di Kota 
Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diuapkan dari 
laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pegunungan, akhirnya 





Tabel 4. Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di 








 Sumber :Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Peternakan Kota Palopo 
4.1.3. Penduduk 
 Penduduk kota palopo pada tahun 2015 tercatat sebanyak 
168.894 jiwa, secara terinci menurut jeniskelaminmasing-masing82.301 
jiwa penduduk laki-lakidan86.593jiwa penduduk perempuan,dengan 
demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 95,38 angka ini 
menunjukkan bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 95-96 
penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan pertahun rata-rata sebesar 
2,42 persen. Dengan luas wilayah 247,52 km maka kepadatan 
penduduk di Kota Palopo yaitu 682 jiwa per Kilometer persegi. 
Kecamatan dengan Kepadatan penduduk tertinggi yaitu kecamatan 
Wara dengan 3,181 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan 

















dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan mungkajang 
yaitu 141 perkilometer persegi.  
Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 
Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2015 
Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
4.1.4. Tenaga Kerja 
 Pada tahun 2015 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 570 
orang yang terdiri dari 318 laki-laki dan 252 perempuan. Informasi 
pencari kerja yang telah di tempatkan dirinci menurut jenjang 
pendidikan yang ditamatkan dari 570 orang pencari kerja, 35,79 persen 






Rasio jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Wara Selatan 5 235 5 835 11 070 89,72 
2 Sendana 3 139 3 110 6 249 100,93 
3 Wara 17 515 19 034 36 549 92,02 
4 Wara Timur 17 671 18 648 36 319 94,76 
5 Mungkajang 3 702 3 873 7 575 95,58 
6 Wara Utara 10 399 11 210 21 609 92,77 
7  Bara 12 917 13 416 26 333 96,28 
8 Telluwanua 6 447 6 280 12 727 102,66 
9  Wara Barat 5 276 5 187 10 463 101,72 
 Palopo 82 301 86 593 168 894 95,04 
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akademi, 19,82 persen berpendidikan SLTA kejuruan, 34,56 persen 
berpendidikan SLTA umum. 
Tabel 6.Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Menurut 
Tingkat Pendidikan di Kota Palopo 2015 
    Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo 
Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan menurut tingkat 
pendidikan di Kota Palopo tahun 2015 yang tertinggi yakni pendidikan 
Sarjana dengan jumlah 819 orang sedangkan yang terendah yakni 
pendidikan SD dan Sederajat dengan jumlah 3 orang. 
Tabel 7. Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Tingkat 
Pendidikan di Kota Palopo 2015 
NO Tingkat 
Pendidikan 
Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase 
1 Tamat SD & 
Sederajat 
- - 0 0,00 
2 SLTP Umum 10 5 15 22,73 
3 SLTA Umum 10 7 17 25,76 
4 SLTA Kejuruan, 
D1/D,2 
11 - 11 16,67 
5 Sarjana Muda/  
D,3 Akta 3 
1 4 5 7,57 
6 Sarjana 11 7 18 27,27 
 Jumlah 99 167 266 100,00 
    Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo 
 
NO Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase 
1 Tamat SD & 
Sederajat 
2 1 3 0,07 
2 SLTP Umum 20 10 30 0,75 
3 SLTA Umum 883 985 1868 44,70 
4 SLTA Kejuruan, 
D1/D,2 
171 209 380 9,09 
5 Sarjana Muda/ D,3 
Akta 3 
176 643 819 19,60 
6 Sarjana 495 584 1079 25,82 
 Jumlah 1747 2432 4179 100,00 
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Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurut tingkat pendidikan 
di Kota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni pendidikan 
Sarjana dengan jumlah 18 orang sedangkan yang terendah yakni 
pendidikan Sarjana Muda/  D,3 Akta 3  dengan jumlah 5 orang. 
4.1.5. Sosial 
a. Pendidikan 
 Status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun pada 
tahun 2015 sebanyak 64,782 orang, dari jumlah tersebut ada 395 
orang diantaranya yang tidak/belum pernah sekolah, 50,147 orang 
yang berstatus sekolah dan yang tidak bersekolah lagi tercatat 
sebanyak 14,240. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun keatas 
menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan dari 135,804 orang 
terdapat 2,753 orang yang tidak pernah bersekolah 20,375 orang 
yang tidak punya ijazah SD, 24,481 orang yang memiliki ijazah 
setara SLTP, 40743 orang memiliki ijazah setara SMU, 2738 
memiliki ijazah D1/D2/D3 dan selebihnya  yaitu 17,348 orang yang 
memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3. Jika dilihat dari kemampuan baca tulis 
maka sebanyak 133,379 orang dapat membaca dan menulis dan 
sisanya sebanyak 2,425 tidak dapat membaca menulis. 
 Dari sisi jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar, jumlah SD 
Negeri/Swasta yang tersedia di Kota Palopo pada tahun 2015/2016 
berjumlah 75 sekolah, masing-masing 64 SD Negeri dan 11 SD 
Swasta, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri/Swasta 
sebanya 21 unit, sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat atas 
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(SLTA)  Negeri/Swasta sebanyak 12 unit dan SMK Negeri/Swasta 
sebanyak  21 unit sekolah. 
Tabel 8. Persentase Penduduk Usia 7–12 Tahun Menurut Status 






Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 Persentase penduduk Usia 7–12tahun menurut status 
pendidikan dan jenis kelamin dikota Palopo pada tahun 2015 yang 
tertinggi yakni status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 
18,397 atau 98,98 persen sedangkan yang terendah yakni status 
pendidikan  tidak/belum pernah sekolah dengan jumlah 113 atau 
0,61 persen. 
Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Status 






Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
4 - 4 - 0,04 
Masih Sekolah 5106 5309 10415 96,18 98,51 
Tidak Bersekolah 100 53 153 188,68 1,45 
Jumlah 5210 5362 10572 97,17 100,00 





Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
131 - 113 - 0,61 
Masih Sekolah 9243 9154 18,397 100,9
7 
98,98 
Tidak Bersekolah 76 - 76 - 041 





Persentase penduduk Usia 13-15 tahun menurut status 
pendidikan dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang 
tertinggi yakni status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 
10415 atau 98,51 persen sedangkan yang terendah yakni status 
pendidikan  tidak/belum pernah sekolah dengan jumlah 4 atau 0,4 
persen. 
Tabel 10. Persentase Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut 




Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
278 - 278 - 2,24 
Masih Sekola 4625 5538 10163 83,51 18,89 
Tidak Bersekolah 972 998 1970 97,89 81,89 
Jumlah 5875 6536 12411 89,89 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
Persentase penduduk Usia 16-18 tahun menurut status 
pendidikan dan jenis kelamin dikota Palopo pada tahun 2015 yang 
tertinggi yakni status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 
10.163 atau 18,89 persen sedangkan yang terendah yakni status 









Tabel 11. Persentase Penduduk Usia 19-24 Tahun Menurut 




Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
- - - - 0 
Masih Sekola 4225 6947 11172 60,82 48,13 
Tidak 
Bersekolah 
6520 5521 12041 118,09 51,87 
Jumlah 1 0745 12468 23213 86,18 100,00 
        Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo  
 Sedangkan Persentase penduduk Usia 19-24 tahun menurut 
status pendidikan dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 
yang tertinggi yakni status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 
12041 atau 51,87 persen sedangkan yang terendah yakni status 
pendidikan  tidak/belum pernah sekolah dengan jumlah 0 atau 0,0 
persen. 
b. Kemiskinan 
Jumlah masyarakat miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo 
periode Tahun 2011-2015, dengan memperhatikan serta menyimak  
secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan 
persentase jumlah penduduk miskin di Kota Palopo boleh dikatakan 
hampir tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Dengan 
membandingkan angka persentase penduduk miskin keadaan 5 
tahun terakhir yaitu pada Tahun 2011 dan tahun 2015, boleh 
dikatakan bahwa angka tersebut meunjukkan perubahan 
menguntungkan atau sedikit lebih baik karena mengalami 
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penurunan sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 pada tahun 2011 
menurun menjadi 8,58 persen pada tahun 2015.  
 
Tabel 12.Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di 
Kota Palopo Tahun 2011-2015 
 
       Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
Hal ini tentu merupakan indikator yang menunjukkan 
kerberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan 
berbagai program pengetasan kemiskinan diwilayah Kota Palopo 
baik program yang menyentuh langsung rumah tangga penerima 
manfaat maupun program percepatan pembangunan infrastruktur 
daerah.  
Berikut oleh BPS Kota Palopo lewat data dasar PPLS 2011, 
penentuan kategori RTS selanjutnya ditentukan langsung oleh 
TNPUK menghasilkan sekitar 7.119 RTS. Sebagian besar dari 
keluarga yang ada di kota palopo masuk dalam kategori keluarga 
sejahtera III sebnayak 12.315 keluarga. Sedangkan untuk keluarga 
pra sejahtera hanya tercatat sebanyak sebanyak 5.583 keluarga. 
Jika lihat perkecamatan wara timur merupakan kecamatan dengan 
Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Persentase % 
2011 152573 15 300 10,22 
2012 156603 14 900 9,47 
2013 160819 15 500 9,57 
2014 164903 14 590 8,80 
2015 168.894 14.510 8,58 
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jumlah terbesar pada kedua kategori keluarga diatas yaitu sebanyak 
2.318 keluarga pada kategori sejahtera III dan 1.127 keluarga pada 
kategori pra sejahtera. Sedangkan pada kategori kelurga pra 
sejahtera kecematan sendana merupakan kecamatan dengan jumlah 
keluarga paling sedikit yaitu 82 keluarga. 
Tabel 13. Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan di Kota 
Palopo, 2010-2015 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
 
4.1.6. Visi dan Misi Kota Palopo 
a. Visi Pemerintah Kota Palopo 
 Semangat untuk mengantarkan daerah menuju keadaan yang 
lebih baik menjadi inti dari gagasan yang tercantum dalam visi setiap 
daerah. Dalam RPJMD ini rumusan visi menggambarkan harapan 
dan gagasan ideal yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Palopo 
yang didukung masyarakat Kota Palopo pada akhir tahun 2018. 




















147 440 173 760 1490 35 2285 
Sendana 82 240 97 419 1016 8 1443 
Wara 1156 1029 153 3768 2022 231 6021 
Wara Timur 1269 1127 1104 3500 2318 398 6216 
Mungkajang 291 376 70 737 718 16 1571 
Wara Utara 260 932 666 1858 1371 305 3534 
Bara 997 961 606 2564 2019 236 4819 
Telluwanua 721 965 281 1967 927 57 2951 
Wara Barat 660 777 144 1581 434 105 2120 
Jumlah 5583 6847 4724 17154 12315 1391 30860 
59 
 
rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang diselaraskan 
dan diserasikan dengan subtansi Visi Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, subtansi Visi Pembangunan Jangka Panjang dan 
Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional serta 
kaitan sinergisnya dengan dokumen perencanaan lainnya.  
Dengan mengacu pada hasil proses penyelasaran dan penyerasian 
subtansi visi tersebut, maka visi RPJMD Kota Palopo periode 2013-
2018 dirumuskan sebagai berikut : 
“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga 
Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan 
Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia” 
Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok pikiran sebagai 
subtansi utama, yakni Terwujudnya Palopo sebagai Kota pendidikan, 
jasa, niaga dan agroindustri yang berwawasan agama, budaya dan 
lingkungan, dan Terkemuka di Indonesia. Penjelasan masing-masing 
pokok visi adalah sebagai berikut : 
Terwujudnya Palopo, adalah pernyataan semangat, yakni 
semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan Kota Palopo 
pada kondisi yang lebih baik, semangat untuk mengangkat harkat 
dan martabat daerah agar dapat berkonstribusi lebih besar terhadap 
pencapaian tujuan pembangunan nasional pada semua aspek, 
sehingga dapat disejajarkan dengan daerah-daerah yang terkemuka 
di Indonesia.  
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Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan 
Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan 
Lingkungan, adalah pernyataanpenggambaran mengenai keadaan 
yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2018, pokok-pokok 
gambaran tersebut dideskripsikan sebagai berikut : 
Kota Pendidikan, gambaran mengenai keadaan yang dicapai 
pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, 
dasar, dan menengah, berlangsung sesuai Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), serta penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi 
salah satu tujuan pendidikan bagi masyarakat di wilayah regional 
sulawesi  
Kota Jasa, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada 
tahun 2018, dimana penyelenggaraan pelayanan public berlangsung 
sesuai dengan Standard, Norma, dan Prosedur (SNP), dan 
pelayanan pada sektor swasta memenuhi standar mutu pelayanan, 
sehingga memperkuat citra Kota Palopo sebagai Kota Jasa..  
Kota Niaga, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada 
tahun 2018, dimana Kota palopo menjadi sentra distribusi barang 
dan logistic untuk wilayah regional Sulawesi, dan aktifitas perniagaan 
berlangsung nyaman dan aman karena didukung oleh infrastruktur 
perniagaan yang tertata dan memenuhi standar.  
Kota Agroindustri, gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana sektor industri khususnya yang 
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berbasis rumah tangga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu 
mata pencaharian utama masyarakat, di sisi lain produk-produk 
industry pangan berbahan lokal menjadi salah satu produk unggulan 
daerah, memiliki brand kuat, sehingga menjadi icon Kota Palopo.  
Berwawasan Agama, gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana kesadaran masyarakat dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama berlangsung dalam 
toleransi yang harmonis, terciptanya kesadaran masyarakat dalam 
bertoleransi intra dan inter umat beragama menjadi salah satu 
barometer toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia.  
Berwawasan Budaya, Gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana berlangsungnya interaksi dalam 
berbagai aspek dalam masyarakat yang beragam budaya 
berlangsung dalam interrelasi yang harmonis, berkembangnya 
keadaan interrelasi yang harmonis menjadi salah satu barometer 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.  
Berwawasan Lingkungan, gambaran mengenai keadaan yang 
akan dicapai pada tahun 2018, dimana aktifitas masyarakat pada 
semua aspek dilaksanakan dengan kesadaran untuk menjaga dan 
memeliharan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga kesadaran 
tersebut dapat mendorong terpenuhinya kriteria ketersediaan 
lingkungan hidup Kota Palopo.  
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Terkemuka di Indonesia, merupakan pernyataan komparasi 
terhadap keadaan yang dicapai dengan capaian daerah-daerah 
lainnya, terkemuka di Indonesia adalah komparasi Kota Palopo yang 
mensejajarkannya dengan Kota yang telah maju dan berkembang 
dari aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu pelayanan public, 
sentra distribusi barang dan logistic regional, industry rumah tangga. 
Sedangkan dari aspek berwawasan dimaknai sebagai komparasi 
Kota Palopo sebagai salah satu barometer di Indonesia dalam hal 
kerukunan umat beragama, interelasi keragaman budaya, dan 
kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. 
b. Misi Pemerintah Kota Palopo 
 Misi dalam RPJMD ini merupakan pernyataan upaya-upaya yang 
hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Kota Palopo 
2013-2018 dan penjelasan pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. 
1) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, 
efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi 
hukum (M1),  
Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada tata 
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis. 
Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas sistem 
perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang : 
terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang 
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dibingkai oleh regulasi, penguatan kelembagaan dan 
peningkatan kapasitas aparatur. 
2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan 
pelayanan masyarakat di berbagai sektor (M2),  
Salah satu ciri Kota Jasa adalah berkembang dan 
berkualitasnya pelayanan publik yang melibatkan berpartisifasi 
masyarakat dalam menjaga kualitas layanan. Untuk mencapai 
hal tersebut diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat 
dan peningkatan pelayanan, melalui upaya-upaya peningkatan 
kualitas pemberdayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan 
umum. 
3) Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia 
khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo 
(M3), 
Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok seperti 
kebutuhan pangan dan sandang, dilakukan melalui 
pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga. Upaya-
upaya untuk pengembangan agroindustri berbasis rumah 
tangga antara lain mencakup Penyediaan kebutuhan pangan, 
Pengembangan Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; 
Perkebunan; Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri 
rumah tangga. 
4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
melalui jalur pendidikan formal dan non-formal (M4), 
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Pendidikan adalah investasi yang menjadi salah satu kunci 
pokok dalam pembangunan manusia. Upaya untuk 
mewujudkan Palopo sebagai Kota Pendidikan dilakukan melalui 
peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya-upaya ini 
mencakup optimalisasi penyelenggaraan PAUD, memelihara 
akses pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas 
pendidikan dasar dan menengah, mendukung dan akselerasi 
pengembangan pendidikan tinggi. 
5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara 
berkelanjutan (M5),  
Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan 
Palopo sebagai Kota Jasa adalah mengembangkan pelayanan 
publik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan 
dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan. 
6) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara 
efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh 
simpul-simpulekonomi rakyat utamanya di bidang 
perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, 
Lembaga Keuangandan Jasa, serta mengembangkan 
pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur 
yang memadai (M6), 
Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan 
dilakukan untuk mendukung Kota Palopo menjadi Kota Niaga, 
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upaya-upaya ini mencakup penguatan simpul kelembagaan 
koperasi, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan 
dan jasa yang bermuara pada distribusi barang dan logistik; 
memperkuat daya tarik destinasi wisata; dan mendorong 
interrelasi keragaman budaya. 
7) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan 
yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha 
dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (M7), 
Salah satu ciri kota jasa adalah berlangsungnya pelayanan 
yang mudah dan efektif yang dapat mendorong kondusifnya 
iklim berinvestasi. Dalam rangka menjamin berkembangnya 
iklim investasi yang kondusif, maka upaya-upaya yang 
dilakukan mencakup: Penguatan kualitas pelayanan untuk 
mendorong (kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan 
kerja baru dan Peningkatan kompetensi tenaga kerja 
8) Penataan kota yang berwawasan lingkungan (M8),  
Untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota berwawasan 
lingkungan melalui penataan kota yang berwawasan 
lingkungan, maka dilakukan upaya-upaya: Perencanaan, 
pemanfaatan, dan pengendalian ruang; Pengembangan ruang 
terbuka hijau; penguatan fungsi kawasan; Penanggulangan 
bencana. 
9) Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di 
dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya 
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kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan 
ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan 
masyarakat yang harmonis (M9), 
Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu 
barometer nasional dalam kehidupan beragama, maka upaya 
yang dilakukan adalah mengembangkan kesadaran berbangsa 
dan bernegara, upaya-upaya ini mencakup Penguatan 
kesadaran berbangsa; toleransi(kerukunan) beragama; 
menjaga ketertiban dankeamanan serta harmonisasi sosial. 
4.2. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Palopo  dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 
Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Pembentukan dan susunan 
Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 
tentang susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo. 
 Dalam pelaksanaanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo melaksanakan Tugas dan Fungsinya 
berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 
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kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo. 
4.2.1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
“ Menjadikan DPMPTSP sebagai Pusat Pelayanan Publik Terdepan 
di Kawasan Timur Indonesia ” 
 Bertitik tolak dari Tujuan Pemerintah Kota Palopo yang selaras 
dengan fungsi/bidang kewenangan DPMPTSP adalah Menciptakan 
karakter warga Kota Palopo sebagai pelayan jasa terbaik di bidang 
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Menciptakan 
suasana Kota Palopo sebagai Kota yang damai aman dan tentram bagi 
kegiatan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan religius. 
Berdasarkan pernyataan visi dan misi maka tujuan DPMPTSP sebagai 
berikut: 
“Memberikan Pelayanan yang Prosedur, Cepat, Efektif, dan 
Transparan” 
dengan tujuan : 
1. Mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota Pelayan jasa terbaik 
dikawasan timur Indonesia. 
2. Membuka peluang pengusaha untuk berinvestasi di Kota 
Palopo dengan rasa aman dan terlindungi. 
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3. Mewujudkan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha 
terhadap pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan 
4.2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu antara lain: 
 Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. 
 Menandatangani perizinan dan dokumen lainnya yang terkait 
dengan pemberian izin. 
 Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan. 
 Melakukan penyederhanaan persyaratan, transfaransi biaya, dan 
kejelasan lamanya waktu pengurusan perizinan bersama-sama 
dengan unsur-unsur SKPD yang terkait. 
Untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan bidang 
pelayanan terpadu satu pintu DPMPTSP mempunyai fungsi: 
 Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan 
yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palopo, 
 Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi 
perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan keamanan berkas. 
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 Menyusun daftar rencana kebutuhan dan mengusulkan rencana 
biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan KPT. 
 Melakukan pengadministrasian kegiatan dibidang Ketatausahaan, 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Keuangan dan Umum 
lainnya. 
 Melakukan koordinasi untuk mengadakan hubungan kerja sama 
antar lembaga pemerintah dan lembaga lainnya guna 
terlaksananya pengembangan layanan terpadu satu pintu. 
4.2.3. Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan 
Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Dan Apabila 
Pelayanan Kami Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Ditetapkan, Kami 
Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berlaku” 
4.3.  Strategi Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
 Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang 
perangkat daerah, mengintruksikan kepada seluruh pemerintahan di 
Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk 
melakukan perubahan terhadap organisasi perangkat daerah masing-
masing yang sesuai dengan Peraturan pemerintah tersebut. Dari 
peraturan pemerintah tersebut, pemerintah kota Palopo dalam hal ini 
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membentuk peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan 
dan susunan perangkat daerah. Dari Perda tersebut lahirlah OPD baru 
yang di namakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
pintu. 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu yang di 
singkat menjadi DPMPTSP ini yang dulunya berstatus Badan kini telah 
berubah menjadi sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
bertipe A berdasarkan perda tersebut. Lebih lanjut lagi mengenai susunan 
organisasi serta kedudukan Dinasini di atur dalam Peraturan Walikota 
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, 
dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) merupakan salah satu organisasi penyelenggara pelayanan 
publik di Kota Palopo di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu. Dalam menjalankan pelayanan, DPMPTSP berdasar pada 
Peraturan Walikota Palopo No. 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo. 
 Dalam menjalankan kewenangannya terkait pelayanan perizinan dan 
non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu tentunya berdasar pada Visi Misi dari dinas tersebut dengan 
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menyinergikan dengan Visi Misi Pemerintah Kota Palopo. Adapun strategi 
yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan adalah 
diantaranya melalui program penyederhanaan izin, peningkatan 
kewenangan, dengan pelimpahan seluruh kewenangan perizinan, 
pengembangan sistem database, peningkatan layanan dari sistem offline 
menjadi online, pengembangan kualitas SDM hingga kepada perbaikan 
sarana dan prasarana Kantor dan program-program penunjang lainnya 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat. 
Adapun dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu membentuk suatu proyek perubahan besar yang 
bernama pelayanan “MABASSA” , yang secara harpiah dalam bahasa 
lokal  berarti ramah. “MABASSA” merupakan komitmen pelayanan secara 
menyeluruh, yang merupakan akronim dari  pelayanan yang Mudah, 
Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik, dan Aman. 
  Program Pelayanan perizinan MABASSA Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini di launching pada tanggal 15 
desember 2016 yang di lakukan  di Gedung Saodenrae Convention 
Centre (SCC) Kota Palopo. Dalam proses launching tersebut di hadiri oleh 
Walikota Palopo Drs. H. Judas Amir, MH, Direktur Yayasan Adil Sejahtera 
(YAS) Indonesia, perwakilan Ombudsman Ismu Iskandar, Ketua forum 
PTSP Sulsel Andi Haerani, dan para stake holder serta kalangan Asosiasi 
Usaha dan UMKM se-Kota Palopo. 
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4.3.1. Program Pelayanan Perizinan MABASSA Dinas Penanaman    
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
Berdasarkan Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu satu pintu, yakni Menjadikan DPMPTSP sebagai Pusat 
Pelayanan Publik Terdepan di Kawasan Timur Indonesia, Program 
Pelayanan MABASSA ini lahir dengan cita-cita untuk memberikan 
pelayanan yang berkualitas yang tentunya untuk mewujudkan hak-hak 
masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, 
dan efektif. Karena pelayanan yang sebaik-baiknya adalah yang 
paling bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu Program pelayanan 
MABASSA ini menjadi patron bagi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan seluruh aktivitas 
keseharian dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 
 Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Syam Sain, selaku 
Kepala bidang informasi, pengaduan, dan pelayanan terpadu terkati 
dengan pelayanan MABASSA: 
“Proyek perubahan “MABASSA” merupakan program pelayanan 
yang di terapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu yang mencakup keseluruhan tugas pokok 
dan fungsi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu”20. 
  MABASSA merupakan singkatan dari  Mudah, Akuntabel, 
Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik, dan Aman. Kata “MABASSA” 
merupakan kearifan lokal khas luwu yang berarti ramah. Kata 
                                                             
20
 Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, dan Pelayanan Terpadu Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 
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MABASSA mengandung makna yang dalam untuk dijewantahkan dan 
dijadikan spirit dalam membangun Kota Palopo. Filosofi dari kata 
tersebut, Mudah berarti tidak membutuhkan banyak pikiran, 
Akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, 
Bersahabat adalah perilaku kerjasama dan saling mendukung antara 
pemberi dan penerima layanan. Sementara Adil dimaknai dengan 
tidak membeda-bedakan yang berarti memerlukan perlakuan yang 
sama dalam perizinan. Sederhana yang berarti tidak berlebih-lebihan, 
Simpatik menarik hati, dan Aman yang berarti terkendala dan tanpa 
resiko. 
Adapun tujuan dari program Pelayanan MABASSA ini terbagi atas 
tujuan umum dan khusus, yakni di antaranya : 
Secara umum, program penyederhanaan perizinan di Kota Palopo  
dimaksudkan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam 
menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien dan efektif. Selain itu 
diharapkan dengan adanya kebijakan ini akan dapat mengurangi 
biaya material, waktu dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta 
memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya 
pengendalian pembangunan. 
Secara khusus, program ini juga bertujuan untuk : 
1. Melakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang 
diselenggarakan di Kota Palopo, berupa penggabungan 
beberapa jenis izin dan non izin yang yang secara prinsip 
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memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan 
jenis izin dan non izin yang tidak sesuai dengan paraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku, karakteristik daerah dan 
bisa menghambat pertumbuhan usaha; 
2. Menyederhanakan mekanisme penyelenggaraan pelayanan 
termasuk pengurangan persyaratan dan transfaransi prosedur 
dan biaya; 
3. Melakukan penguatan kelembagaan DPMPTSP Kota Palopo 
melalui pelimpahan seluruh jenis izin dan non perizinan terkait 
usaha dan penanaman modal yang diselenggarakan di Kota  
Palopo  kepada DPMPTSP; 
4. Terciptanya pelayanan perizinan yang prima dan excellent, 
sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan terpadu satu pintu 
yang cepat, mudah dan transparan; 
5. Tersusunnya dokumen regulasi sebagai standardisasi tata 
cara pelayanan yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan 
pekerjaan yang menjadi tugasnya; 
6. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin 
dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas; 
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara 
keseluruhan; 
8. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak 
tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan 
75 
 
mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses 
sehari-hari; 
9. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 
10. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan 
pegawai cara kongkrit untuk memperbaiki kinerja serta 
membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; 
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul 
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya; 
12. Sebagai upaya nyata pencegahan korupsi di lingkup 
DPMPTSP, melalui terciptanya pelayanan yang berstandar 
dan terukur. 
Kemudian manfaat dari program pelayanan MABASSA ini terdiri dari 
manfaat untuk organisasi dan manfaat secara umum,  
 Manfaat untuk Organisasi, yakni terciptanya akuntabilitas 
organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan. 
 Manfaat Secara Umum yakni : 
1. Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan berbiaya 
murah; 
2. Tersedianya regulasi yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan program penyelenggaraan dan peningkatan 
iklim investasi dan usaha di Kota Palopo; 
3. Tersedianya petunjuk teknis operasional yang akan 




4. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Kota Palopo dalam melaksanakan pelayanan 
prima kepada masyarakat 
5. Meningkatnya daya saing daerah melalui peningkatan 
pelayanan perizinan “MABASSA” guna terciptanya iklim 
investasi dan usaha di kota Palopo. 
Program pelayanan MABASSA merupakan salah satu langkah 
dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
untuk mewujudkan reformasi birokrasi perizinan yakni membuat 
pelayanan perizinan yang usaha mudah, murah, dan cepat tanpa 
kehilangan fungsi izin sebagai instrumen pengendalian. Reformasi 
birokrasi dilakukan agar perizinan tidak menjadi hambatan bagi 
masyarakat/ calon investor. Selain itu program pelayanan MABASSA 
ini di harapkan mampu untuk memberikan pelayanan perizinan yang 
berkualitas agar memudahkan masyarakat untuk mengurus surat 
perizinan tanpa ada hal-hal yang menghambat/mempersulit 
masyarakat. 
Dalam implementasi program pelayanan MABASSA di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah banyak 
mengalami perubahan ke arah positif sejalan dengan tujuan dan 
manfaat dari program ini, adapun berbagai perubahan kondisi dan 
program  yang telah di terapkan dalam Pelayanan MABASSA ini bisa 
di lihat dari tabel di bawah ini. 
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Tabel 14. Kondisi Sebelum dan Sesudah Proyek Perubahan Program 
Pelayanan MABASSA di Terapkan 
NO KONDISI SEBELUM PROYEK PERUBAHAN KONDISI SETELAH PROYEK PERUBAHAN 
1 Perizinan yang menjadi Kewenangan Kota 
Palopo sebanyak 78 Jenis belum di 
sederhanakan 
Perizinan yang menjadi Kewenangan Kota 
Palopo sebanyak 78 Jenis Perizinan 
disederhanakanmenjadi 22 Jenis Izin 
2 DPMPTSP (yang dulunya BPMPPT) Kota 
Palopo menyelenggarakan 13 jenis Izin 
dari 78 Jenis Perizinan yang ada di Kota 
Palopo 
DPMPTSP Kota Palopo menyelenggarakan 
22 Jenis Izin yang telah disederhanakan 
3 Peraturan Walikota Palopo tentang 
Pelimpahan Kewenangan seluruh 
Perizinan belum ada 
Peraturan Walikota Palopo terkait 
Pelimpahan Kewenangan seluruh Perizinan 
telah diterbitkan 
4 Peraturan Walikota Palopo terkait 
Penyederhanaan Perizinan belum ada 
Peraturan Walikota Palopo terkait 
Penyederhanaan Perizinan telah diterbitkan 
5 Keputusan Walikota Palopo terkait 
Standar Pelayanan (SP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) hanya 
mengatur 13 Izin  
Keputusan Walikota Palopo terkait Standar 
Pelayanan (SP) dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang mengatur 22 Izin 
telah diterbitkan 
6 Pelayanan Perizinan masih menggunakan 
Sistem Offline berbasis Desktop 
Pelayanan Perizinan telah menggunakan 
Sistem Online berbasis Web. 
7 Pelayanan Perizinan Mobile belum ada Pelayanan Perizinan Mobile dengan system 
Jemput Antar Perizinan untuk melayani dan 
mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat telah ada dan dilengkapi 
dengan Mobil Operasional khusus. 
8 Pelayanan perizinan masih di lakukan 
pada hari senin sampai dengan jumat 
pada jam kerja kantor 
Selain melayani pada hari senin- jum’at, 
Pelayanan perizinan membuat program 
yang bernama “Weekend Service” atau 
layanan akhir pekan pada hari sabtu-
minggu. 
9 Belum ada program pelatihan SDM untuk 
aparatur pelayanan perizinan untuk lebih 
meningkatkan kualitas layanan kepada 
masyarakat. 
Sudah ada program “Service exellent” yang 
di berikan oleh aparatur pelayanan,untuk 
memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat. 
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Berdasarkan tabel 14 Di atas, menunjukkan beberapa perubahan 
positif sejak di terapkan program pelayanan MABASSA di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
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Di mana terdapat penyederhanaan perizinan yang sebelumnya 
berjumlah 78 jenis izin, telah di sederhanakan menjadi 22 jenis izin, 
lalu pelimpahan seluruh kewenangan kepada DPMPTSP terkait 
dengan pelayanan perizinan dan non perizinan,Standar Pelayanan 
(SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah di terapkan di 
seluruh jenis izin, di terapkannya layanan sistem online berbasis Web, 
terbentuknya program-program penunjang dalam peningkatan kualitas 
pelayanan seperti Layanan Antar Jemput (JA), Weekend Service/ 
Pelayanan Akhir Pekan,  dan program Service Exelent. 
 Seluruh program-program yang telah di implementasikan dalam 
pelayanan MABASSA merupakan suatu komitmen tinggi dari Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palopo untuk 
menciptakan pelayanan yang berkualitas, sesuai  dengan arti lokal 
dari MABASSA yakni ramah, serta akronim dari MABASSA, yakni 
Mudah, Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik, dan Aman. 
Berikut penjelasan lebih dalam terkait program-program yang telah di 
implementasikan dalam pelayanan MABASSA di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
4.3.1.1. Penyederhanaan Jenis Perizinan dan Non Perizinan di Dinas 
Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo 
Salah satu langkah awal dalam program pelayanan MABASSA di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah 
menyederhanakan jenis perizinan. Penyederhanaan merupakan 
penggabungan beberapa jenis izin dan non izin yang secara prinsip 
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memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan jenis 
perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan dan 
peran yang berlaku, karakteristik daerah dan menghambat 
pertumbuhan  usaha. Penyederhanaan perizinan dan non perizinan 
merupakan penyederhanaan jumlah dan jenis  perizinan yang di 
selenggarakan di Kota Palopo. 
Berikut ini hasil wawancara penulis dengan bapak Farid Kasim JS, 
selaku Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, terkait dengan penyederhanaan perizinan:   
“Strategi kita yang paling pertama dalam Program Pelayanan 
MABASSA ini  adalah menyederhanakan perizinan, dari 78 
jenis izin, kita sederhanakan menjadi 22 izin, berikut dengan 
syarat-syaratnya.  Jadi terkadang syarat-syarat ini membuat 
pemohon menjadi susah/sulit untuk memenuhi kriteria tersebut, 
makanya kita sederhanakan semua izinnya beserta dengan 
syaratnya, tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam 
melakukan pengurusan perizinan”21 
 
Adapun Maksud dari penyederhanaan perizinan dan non perizinan 
adalah : 
 Mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima 
pelayanan yang  mudah, cepat, efektif, dan efisien; 
 Mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam 
memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum 
kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian 
pembangunan. 
                                                             
21
 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Palopo, pada hari selasa, tanggal 15 agustus 2017 
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Penyederhanaan perizinan dan non perizinan tersebut semata-
mata di lakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 
pengurusan perizinan serta mengefesiensikan biaya perizinan. 
Adapun tujuan penyederhanaan perizinan dan  non perizinan adalah: 
 Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan/ atau 
masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi 
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; 
 Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk 
meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.22 
Berdasarkan maksud dan tujuan dari penyederhanaan perizinan 
dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu tersebut, maka pemerintah kota Palopo dalam 
hal ini mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota 
Palopo. Dalam peraturan tersebut, setidaknya memuat tentang 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Palopo. 
Dengan Terbentuknya peraturan Walikota tersebut, maka jumlah 
jenis perizinan dan non perizinan yang awalnya sebanyak 78 jenis, 
telah di sederhanakan menjadi 22 jenis perizinan dan non perizinan.  
Berkaitan dengan penyederhanaan perizinan tersebut, berikut 
hasil wawancara penulis dengan bapak Ashar, selaku penerima 
                                                             
22
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non 
Perizinan  Di Kota Palopo 
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layanan SITU/HO dan bapak Hannantowiryo Hannanong selaku 
penerima layanan IMB : 
Bapak Ashar selaku penerima layanan SITU/HO Mengatakan 
bahwa: 
”Pelayanan perizinan di DPMPTPS itu persyaratannya 
mudah, tidak menyusahkan masyarakat, dan alur 
pelayanannya juga tidak begitu panjang, kita cukup kasih 
masuk berkas, lalu lokasi saya di survey, setelah itu kembali di 
informasikan ke saya terkait hasil survey dan retibusinya, 
setelah itu surat izinnya terbit.”23 
Kemudian bapak Hannantowiryo Hannanong selaku penerima 
layanan IMB mengatakan bahwa : 
 “Pelayanannya yang di berikan oleh DPMPTSP itu jelas, 
mudah dan tidak berbelit-belit, serta hasilnya juga memuaskan. 
Persyaratan yang di berikan jelas, waktu yang diberikan itu 
tepat dan jelas, artinya pelayanan yang di berikan itu memberi 
kemudahan kepada masyarakat”24 
Dari hasil wawacancara yang dilakukan penulis dengan bapak 
Ashar dan bapak Hannantowiryo Hannanong, mengungkapkan 
bahwa pelayanan perizinan yang ada di DPMPTSP itu 
persyaratannya mudah dan jelas , alur pengurusan yang tidak begitu 
panjang dan tidak berbelit-belit, dan memberi kemudahan kepada 
masyarakat sehingga tidak membuang banyak waktu masyarakat 
dalam melakukan pelayanann. Hal ini merupakan salah satu respon 
positif dari masyarakat terkait dengan penyederhanaan perizinan 
                                                             
23 Hasil wawancara dengan bapak Ashar pada hari kamis tanggal 17 agustus 2017 
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yang telah di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
Adapun jenis perizinan dan non perizinan yang telah di 
sederhanakan tersebut bisa di lihat di tabel berikut. 
TABEL 15. Jenis Pengelompokan dan Hasil Penyederhanaan 
Perizinan dan Non Perizinan 
 
 
No. SEBELUM PENYEDERHANAAN SETELAH 
PENYEDERHANAAN 
1. Izin Prinsip PMDN 
1. Izin Penanaman Modal (IPM) 
2. Izin Prinsip Perluasan PMDN 
3. Izin Prinsip Perubahan PMDN 
4. Izin Prinsip Penggabungan PMDN 
5. Izin Usaha PMDN 
6. Izin Usaha Perluasan PMDN 
7. Izin Usaha Perubahan PMDN 
8. Izin Usaha Penggabungan PMDN 
9. Perpanjangan IMTA 
10. Izin Mendirikan Bangunan 2.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
11. SIUJK 3. SIUJK 
12. IZIN Gangguan (HO) 
4.SITU/HO 13. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 
14. Surat Keterangan Kelayakan LH (SKKL) 
5.Izin Lingkungan 15. Izin Lingkungan 
16. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah 
B3 
6.Izin PPLH 17. Izin Pengolahan Limbah B3 
18. Izin Operational IPAL 













7.Izin Trayek Angkutan Orang 
  
22. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan 
kawasan 
 
23. Izin Trayek Kendaraan Angkutan Barang Dihapus 
24. Izin Usaha Angkutan Dihapus 
25. Izin Layar (PAS KECIL) 8.Izin Usaha Angkutan Laut 
Pelayaran 
26. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 9. Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) 
27. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 10. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 
28. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
11. Tanda Daftar(TD) 
  
29. Tanda Daftar Gudang (TDG) 
30. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
31. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) 
32. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) Dihapus 
33. Izin Penyelenggaraan PAUD  
12. Izin penyelenggaraan PAUD, 
Pendidikan Dasar dan Nonformal 
oleh masyarakat 
  
34. Izin Penyelenggaraan Pendidikan, BIMTEK, 
Kursus dll  
35. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 13. Izin Usaha Perikanan (IUP) 
36. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dihapus 
37. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Menjadi Izin usaha angkutan laut 
pelayaran 
38. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum kelas C 
 
 
14. Izin Sarana Kesehatan 
39. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum kelas D 
40. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus kelas C 
41. Izin Mendirikan Klinik Pratama 
42. Izin Mendirikan Klinik Utama 
43. Izin Operasional Rumah Sakit Umum kelas C 
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44. Izin Operasional Rumah Sakit Umum kelas D 
45. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus kelas C 
46. Izin Operasional Klinik Pratama 
47. Izin Operasional Klinik Utama 
48. Izin Operasional Puskemas 
49. Izin Operasional Laboratorium 
50. Izin Apotek 
51. Izin Toko Obat 
52. Izin Optik 
53. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
54. Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi 
15. Izin Tenaga Kesehatan 
55. Izin Praktek Apoteker 
56. Izin Praktek Perawat / perawat gigi 
57. Izin Praktek Bidan 
58. Izin Praktek Tenaga teknis kefarmasian 
59. Izin Kerja Perawat/ perawat gigi 
60. Izin Kerja Bidan 
61. Izin Fisioterapis 
62. Izin Tukang Gigi 
63. Izin Pengobat Tradisional 
16. Izin Usaha Terkait Kesehatan 64. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional 
(STPT) 




66. Rekomendasi Rumah Makan, Warung Makan, 
Catering 
Menjadi persyaratan dan atau kajian 
teknis penerbitan izin usaha terkait 
  
67. Rekomendasi Hotel 
68. Rekomendasi Tempat Pengolahan Pestisida 
(TP2) 
  
69. Rekomendasi Salon 
70. Izin Lokasi 17. Izin Lokasi 
71. SIUP Minuman beralkohol B & C 18. SIUP Minuman berlakohol B 85C 
72. Izin Toko Swalayan 19. Izin Toko Swalayan 




Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 
4.3.1.2. Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) 
 Salah satu implementasi dari program pelayanan MABASSA 
adalah melengkapi segala aturan baik berupa Standar Pelayanan 
(SP) dan Standar Operasional Prosedur terhadap seluruh jenis 
perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Sebelum program 
pelayanan MABASSA ini di terapkan, kelengkapan standar 
pelayanan dan SOP di Dinas ini masih belum lengkap, yakni hanya 
13 jenis izin yang memiliki standar pelayanan dan SOP. Namun 
setelah program Pelayanan MABASSA di terapkan, 22 jenis izin 
telah memiliki standar pelayanan dan SOP masing-masing.  
 Standar pelayanan di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota 
Nomor 358/ XI/ 2016 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo, sedangkan standar operasional prosedur 
(SOP) di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 
357/ XI/ 2016 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur 
74. 
75. 
Izin Pusat Perbelanjaan Dihapus 
Izin Rumah Sewa Dihapus, cukup IMB 
76. Izin Penelitian 20. Izin Penelitian 
77. Izin Reklame 21. Izin Reklame 




Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Termasuk Jenis Pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin 
Gangguan (HO) telah memiliki standar pelayanan dan standar 
operasional masing-masing. 
Berikut adalah Standar Pelayanan (SP) terkait proses penyampainan 
pelayanan (Service delivery) dari pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) : 
Tabel 16. Standar Pelayanan IMBTerkait Proses 
Penyampaian Pelayanan (Service delivery) 
1) Persyaratan 
Persyaratan Administrasi : 
a. Formulir data pemohon 
b. Surat Permohonan bermaterai 6000 
c. Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi yang 
berbadan   hukum. 
d. Surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan 
pemilik bangunan 
e. Surat bukti status hak tanah 
f. Data kondisi atau situasi tanah (data teknis) 
g. Fotokopi KRK 
h. Pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm 
i. Fotocopy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 
terakhir 
j. Surat Keterangan / Persetujuan tidak keberatan dari tetangga 
 
Persyaratan Teknis : 
a. Data umum bangunan 
b. Dokumen rencana teknis bangunan, sesuai klasifikasi bangunan 
: 
- Sederhana 1 lantai 
- Sederhana 2 lantai 
- Tidak sederhana / khusus 
2) Sistem, makenisme dan prosedur 
Proses Prapermohonan IMB : 
a. Permohonan KRK oleh Pemohon di Loket Advice Planning 
b. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir 
pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMPTSP , atau 
melalui tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor 
87 
 
Desa / Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website. 
c. Pemohon mengurus rekomendasi teknis dari Instansi 
berwenang (Untuk Bangunan Gedung tidak sederhana untuk 
kepentingan umum  dan bangunan khusus) 
Proses Permohonan  IMB : 
a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi 
dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket 
Pendaftaran; 
b. Staf Loket Pendaftaran  memeriksa kelengkapan berkas 
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi 
pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti 
pendaftaran; 
c. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi 
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;  
d. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan 
ke Bidang pengolahan perizinan dan non perizinan yang ada di 
Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi 
Tim teknis. 
Proses Penerbitan IMB : 
a. Penilaian dokumen rencana teknis oleh TIM Teknis,  termasuk 
kunjungan lapangan 
b. Khusus untuk bangunan tidak sederhana untuk kepentingan 
umum dan bangunan khusus, maka pertimbangan teknis 
dilakukan oleh TABG  
c. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke 
Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan untuk 
diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon 
sesuai dengan standar waktu yang ditentukan. 
d. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke 
Kepala Sub Bagian Keuangan untuk dilakukan penghitungan 
retribusi dan  pencetakan SKRD. 
e. Petugas Loket Informasi di Front Office menghubungi pemohon, 
menyampaikan besaran retribusi dan meminta pemohon untuk 
membayarkan retribusi di loket pembayaran. 
f. Petugas loket pembayaran menerima dan merigistrasi 
pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti 
pembayaran retribusi kepada pemohon. 
g. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan 
pencetakan izin. 
h. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala 
DPMPTSP , di cap stempel dan diarsipkan di Bidang Pelayanan 
Perizinan dan non perizinan dan diteruskan ke loket 
penyerahan. 
i. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, 
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti  pendaftaran, bukti 





3) Jangka waktu pelayanan 
Maksimal 12  hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan 
lengkap. 
4) Biaya / Tarif 
Biaya / Retribusi dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : 
R =  X x Y x S 
R = Nilai Retribusi 
X = Koefisien Jalan 
Y = Koefisien fungsi bangunan 
S = Harga Bangunan 
 
5) Produk Pelayanan 
Surat Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan itu berdiri 
dan tidak ada perubahan, dicetak di atas kertas F4, 100 gram, resmi 
dengan tanda tangan dan Cap stempel Basah    
6) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 
a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang 
Data dan Pengaduan  atau staf loket pengaduan di lingkungan 
DPMPTSP  yang ditunjuk oleh Kepala Dinas . 
b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak 
saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah 
disiapkanDPMPTSP . 
c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk 
diselesaikan. 
d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan 
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan 
diterima dengan lengkap. 








Kemudian berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) 
dari pelayanan IMB : 






























Pencetakan Izin Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Memeriksa kelengkapan Berkas Permohonan, Menginput 
dan meregistrasi Permohonan,  memberikan bukti 
penerimaan permohonan kepada pemohon, mengisi dan 
memaraf Kartu Kendali dan menyerahkan berkas 
permohonan kepada Bidang Pengolahan
 Berkas Permohonan, komputer dan 
printer, buku register, Kartu kendali 
dan ATK 15 menit
Berkas Permohonan dinyatakan 
lengkap, Bukti Tanda 
Kelengkapan Berkas, kartu 
kendali telah diparaf
2 Memeriksa berkas permohonan, menentukan bentuk 
kajian dan komposisi TIM  Teknis, Mencetak dan memaraf  
surat tugas Tim Teknis, mengisi dan memaraf kartu 
kendali
Berkas Permohonan dinyatakan 
lengkap, Komputer dan printer, Kartu 
Kendali 20 menit
Surat Tugas TIM Teknis, berkas 
permohonan, kartu kendali 
telah diparaf
SOP Penerbitan Surat 
Tugas
3 Melakukan kajian teknis, dan Pemeriksaan lokasi, 
melakukan Penghitungan Retribusi, memberikan 
rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan izin, 
membuat dan menandatangani BAPL, mengisi dan 
memaraf kartu kendali
Surat Tugas Tim Teknis, berkas 
permohonan lengkap, kartu  kendali,  
dan ATK
5 hari
Rekomendasi Penerbitan Izin, 
hasil hitungan retribusi, BAPL, 
kartu kendali telah diparaf
SOP Kajian Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan, 
kunjungan lokasi, 
apabila penerbitan izin 
ditolak maka dilanjutkan 
ke SOP Penolakan Izin
4 mencetak SKRD & SSRD, Slip Setoran, mengisi dan 
memaraf kartu kendali
Rekomendasi Penerbitan Izin, Berkas 
Permohonan, hasil perhitungan 
retribusi, BAPL, kartu kendali, Blanko 
SKRD, SSRD, dan Slip Setoran
15 menit
Data telah diinput, SKRD, SSRD, 
dan Slip Setoran telah dicetak 
kartu kendali telah diparaf
SOP Pencetakan SKRD
5
Menghubungi Pemohon untuk menyampaikan izinnya 
telah selesai, jumlah retribusi izin yang harus dibayar dan 
menyerahkan Lembar SKRD Kepada pemohon untuk 
selanjutnya akan menjadi dasar pemohon untuk 
membayar ke loket pembayaran, serta mengisi dan 
memaraf kartu kendali
Lembar SKRD, SSRD dan Slip Setoran, 
Telepon, Pulsa, ATK
5 Menit
Pemohon telah dihubungi, 
Lembar SKRD telah diserahkan 
dan Kartu Kendali telah diparaf
6
Menginput data pembayaran izin dan menyerahkan  
bukti pelunasan retribusi ke pemohon serta mengisi 
dan memaraf kartu kendali 
Lembar SKRD, ATK, Kwitansi Tanda 
Pelunasan retribusi, kartu kendali
10 menit
Pemohon telah membayar 
retribusi, menyerahkan bukti 
pelunasan kepada pemohon, 




Mencetak Naskah surat izin, serta mengisi buku register 
dan memaraf kartu kendali
Bukti pelunasan retribusi telah 
diterima, Kartu Kendali 15 menit
Naskah Surat Izin telah dicetak, 
dan diparaf, kartu kendali telah 
diparaf
8
Menandatangani surat izin serta mengisi dan memaraf 
kartu kendali
Surat izin yang telah dicetak dan 
diparaf, ATK, lembar kendali 5 menit
Surat Izin Telah ditandatangani, 
Kartu kendali telah diparaf
9
memberi cap stempel, menyerahkan surat izin ke 
pemohon, meminta tanda terima berkas pendaftaran dari 
pemohon, dan menandatangani buku register penyerahan 
izin  serta mengisi dan memaraf kartu kendali
 
Surat Izin telah distempel, Pulsa, Kartu 
Kendali
15 menit
Surat Izin telah diterima oleh 
pemohon, Bukti Penyerahan Izin 
dan Kartu Kendali telah diparaf
DPMPTSP KOTA PALOPO
PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)








Kemudian berikut ini adalah Standar Pelayanan (SP) terkait proses 
penyampainan pelayanan (Service delivery)dari jenis pelayanan izin 
tempat usaha (SITU)/ izin gangguan (HO) : 
Tabel 17. Standar Pelayanan SITU/HO terkait proses 
penyampaian pelayanan (Service delivery) 
1) Persyaratan 
a. Surat Permohonan 
b. Bukti Kepemilikan Tanah/ Surat usaha tertentu dari Lurah setempat 
c. Fotocopy Rekomendasi Dinas terkait usaha tertentu 
d. Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi yang 
berbadan   hukum. 
e. Fotocopy NPWP 
f. Fotocopy IMB / Dokumen lain yang ditentukan 
g. Fotocopy STTS PBB Tahun terakhir 
h. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan   Hukum 
i. Pasfoto warna ukuran 4 x 6 cm 
j. Surat Keterangan / Persetujuan tidak keberatan dari tetangga 
k. Gambar / Denah Lokasi 
l. Dokumen Studi Pengelolaan Lingkungan (UPL / UKL / Amdal) bagi 
Jenis Usaha  tertentu 
2) Sistem, makenisme dan prosedur 
a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir 
pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMPTSP , atau melalui 
tempat-tempat yang telah ditentukan, seperti kantor Desa / 
Kelurahan, Kecamatan dan juga melalui Website. 
b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen 
yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran; 
c. Staf Loket Pendaftaran  memeriksa kelengkapan berkas 
permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi 
pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti 
pendaftaran; 
d. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi 
(daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;  
e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke 
Bidang Pengkajian dan Pemrosesan PTSP yang ada di Back Office, 
untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis. 
f. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya 
melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, 
melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar 
tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu 
permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP  selau koordinator TIM 
Teknis, membuat dan menandatangani BAPL. 
g. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang 
Pengkajian dan Pemrosesan PTSPuntuk diterbitkan surat 
penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan standar 
waktu yang ditentukan. 
h. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke 
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Kepala Sub Bagian Keuangan untuk dilakukan penghitungan retribusi 
dan  pencetakan SKRD. 
i. Petugas Loket Informasi di Front Office menghubungi pemohon, 
menyampaikan besaran retribusi dan meminta pemohon untuk 
membayarkan retribusi di loket pembayaran. 
j. Petugas loket pembayaran menerima dan merigistrasi pembayaran 
pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti pembayaran retribusi 
kepada pemohon. 
k. Bidang Pengkajian dan Pemrosesan PTS melakukan pencetakan 
izin. 
l. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP , 
di cap stempel dan diarsipkan di Bidang Pengkajian dan Pemrosesan 
PTSP dan meneruskannya ke loket penyerahan. 
m. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, 
dengan terlebih dahulu memeriksa bukti  pendaftaran, bukti 
pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon. 
3) Jangka waktu pelayanan 
Maksimal 5  hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap. 
4) Biaya / Tarif 
Biaya / Retribusi dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut : 
R = X x Y x S 
R = Nilai Retribusi 
X = Luas ruang tempat usaha X Rp. 1.000,- /m2 
Y = Indeks Lokasi 
S = Indeks Gangguan 
 
5) Produk Pelayanan 
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) yang berlaku 
selama usaha masih berlangsung dan tidak mengalami perubahan, 
didaftar ulang setiap 3 tahun sekali,  dicetak di atas kertas F4, 100 gram, 
resmi dengan tanda tangan dan Cap stempel Basah    
6) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 
a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang 
Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Terpadu di lingkungan 
DPMPTSP  yang ditunjuk oleh Kepala Dinas . 
b. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, 
SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkanDPMPTSP . 
c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk 
diselesaikan. 
d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan 
selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima 
dengan lengkap. 





Kemudian berikut ini adalah standar operasional prosedur (SOP) dari izin 
tempat usaha (SITU)/ izin gangguan (HO) : 












Sumber : Keputusan Walikota Palopo Nomor 357/ XI/ 2016 
     Standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur
 (SOP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo telah di terapkan sejak berlakunya peraturan 





















Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1
Memeriksa kelengkapan Berkas Permohonan, meregistrasi 
Permohonan, memberikan bukti penerimaan permohonan 
kepada pemohon, mengisi dan memaraf Kartu Kendali dan 
menyerahkan berkas permohonan kepada Bidang Pengolahan
Berkas Permohonan, komputer 
dan printer, buku register, Kartu 
kendali
15 menit
Berkas Permohonan dinyatakan 
lengkap, Bukti Tanda Kelengkapan 
Berkas, kartu kendali telah diparaf
2
Memeriksa berkas permohonan, menentukan bentuk kajian 
dan komposisi TIM  Teknis, Mencetak dan memaraf  surat 
tugas Tim Teknis, menyediakan absensi Tim Tekhnis mengisi 
dan memaraf kartu kendali
Berkas Permohonan dinyatakan 
lengkap, Komputer dan printer, 
Kartu Kendali 15 menit
Surat Tugas TIM Teknis, berkas 
permohonan, kartu kendali telah 
diparaf
SOP Penerbitan Surat 
Tugas
3
Melakukan kajian teknis, memberikan rekomendasi 
persetujuan atau penolakan penerbitan izin, membuat dan 
menandatangani BAPL, Absensi serta mengisi dan memaraf 
kartu kendali
Surat Tugas Tim Teknis, berkas 
permohonan lengkap, kartu  
kendali, Absensi dan ATK
5 hari
Rekomendasi Penerbitan Izin, hasil 
hitungan retribusi (BAPL), kartu 
kendali telah diparaf
SOP Kajian Teknis Izin 
SITU/HO, kunjungan 
lokasi, apabila penerbitan 
izin ditolak maka 
dilanjutkan ke SOP 
Penolakan Izin
4 Mencetak SKRD, mengisi dan memaraf kartu kendali Rekomendasi Penerbitan Izin, 
Berkas Permohonan, hasil 
perhitungan retribusi (BAPL), 
kartu kendali
10 menit
Data telah diinput, SKRD telah 
dicetak kartu kendali telah diparaf
SOP Pencetakan SKRD
5 Menghubungi Pemohon untuk menyampaikan izinnya telah 
selesai, jumlah retribusi izin yang harus dibayar dan 
menyerahkan Lembar SKRD Kepada pemohon untuk 
selanjutnya akan menjadi dasar pemohon untuk membayar 
ke loket pembayaran, serta mengisi dan memaraf kartu 
kendali
Lembar SKRD, Telepon, Pulsa, 
ATK
5 Menit
Pemohon telah dihubungi, Lembar 
SKRD telah diserahkan dan Kartu 
Kendali telah diparaf
6
Menginput data pembayaran izin dan menyerahkan  bukti 
pelunasan retribusi ke pemohon serta mengisi dan memaraf 
kartu kendali 
Lembar SKRD, ATK, Kwitansi 
Tanda Pelunasan retribusi, kartu 
kendali 10 menit
Pemohon telah membayar 
retribusi, menyerahkan bukti 
pelunasan kepada pemohon, Kartu 
kendali telah diparaf
SOP pembayaran retribusi
7 Mencetak Naskah surat izin, serta mengisi dan memaraf kartu 
kendali
Bukti pelunasan retribusi telah 
diterima, Kartu Kendali 15 menit
Naskah Surat Izin telah dicetak, 
dan diparaf, kartu kendali telah 
diparaf
8
Menandatangani surat izin serta mengisi dan memaraf kartu 
kendali
Surat izin yang telah dicetak dan 
diparaf, ATK, lembar kelndali 10 menit
Surat Izin Telah ditandatangani, 
Kartu kendali telah diparaf
9
Memberi stempel, dan mengarsipkan duplikat Surat Izin, serta 
mengisi dan memaraf kartu kendali
Naskah surat izin yang telah 
dicetak dan diparaf, ATK, lembar 
kendali
15 menit
Surat Izin Telah ditandatangani, 
Kartu kendali telah diparaf SOP Pengarsipan
10 Menyerahkan surat izin ke pemohon, memberi surat bukti 
penyerahan dokumen kepada pemohon serta mengisi dan 
memaraf kartu kendali
 
Surat Izin telah distempel, Pulsa, 
Kartu Kendali
15 menit
Surat Izin telah diterima oleh 
pemohon, Bukti Penyerahan Izin 
dan Kartu Kendali telah diparaf
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana




SOP telah dilakukan pada saat launching program MABASSA pada 
tanggal 15 Desember 2016  yang di lakukan  di Gedung Saodenrae 
Convention Centre (SCC) Kota Palopo. Dalam proses launching 
tersebut di hadiri oleh Walikota Palopo Drs. H. Judas Amir, MH, 
Direktur Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia, perwakilan 
Ombudsman Ismu Iskandar, Ketua forum PTSP Sulsel Andi Haerani, 
dan para stake holder serta kalangan Asosiasi Usaha dan UMKM se-
Kota Palopo. 
4.3.1.3. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan 
(SIMAP) Online berbasis Internet (Web Site) 
Dalam upaya mengembangkan kualitas pelayanan dan mencapai 
suatu pelayanan yang up to date guna mendukung program 
pengembangan investasi, SIMAP Online berbasis internet (web site) 
merupakan standar mutlak sehingga pelayanan yang diberikan  
kepada seluruh pihak dapat dilakukan dengan cepat, tepat, 
transparan, dan akuntabel tersedia setiap saat, serta dapat diakses 
kapan dan dimana saja. Sistem elektronik ini akan menciptakan 
integrasi data pengelolaan administrasi layanan perizinan secara 
terpadu. 
Pengembangan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan 
perizinan, ketersediaan standar pelayanan serta standar operasional 
prosedur merupakan salah satu program dalam pelayanan 
MABASSA yang di mana tentunya untuk mewujudkan visi misi Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk 
memudahkan pemohon untuk mengetahui infomasi terkait dengan 
penyederhanaan perizinan maupun standar pelayanan dan standar 
operasional prosedur tanpa secara realtime tanpa harus datang ke 
DPMPTSP, disinilah peran dari sistem informasi dan penyediaan 
data yang berbasis WEBSITE. 
Sistem informasi manajemen administrasi perizinan (SIMAP) 
online yang berbasis internet (web site) ini merupakan salah satu 
program dari pelayanan MABASSA di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tujuan untuk 
memudahkan proses aktifitas pelayanan perizinan dengan 
menerapkan sistem online dalam menyelenggarakan perizinan. Jadi 
dengan sistem ini masyarakat dapat dengan mudah untuk 
mengetahui informasi-informasi dan agenda dari Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, proses 
pelayanan perizinan, baik pendaftaran maupun pengaduan 
perizinan, sudah bisa di lakukan secara online melalui sistem 
berbasis web site ini. Adapun alamat web site dari DPMPTSP adalah 
“dpmptsp.palopokota.go.id”. 
Berikut ini hasil wawancara penulis dengan bapak Syam Sain, 
selaku Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, dan Pelayanan 
Terpadu DPMPTSP : 
“Salah satu upaya kami dalam memperbaiki sistem pelayanan 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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Kota Palopo adalah kami menerapkan sistem pelayanan online 
yang kami beri nama sistem informasi manajemen administrasi 
perizinan (SIMAP) Online berbasis internet (web site) agar 
pelayanan dapat dilakukan secara online maupun offline 
sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan 
pelayanan.”25 
Untuk itu kehadiran sistem informasi manajemen administrasi 
perizinan (SIMAP) online yang berbasis internet (web site) ini di 
harapkan dapat menjadikan pelayanan perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih 
berkualitas serta memberikan manfaat dan kemudahan kepada 
masyarakat dalam melakukan pengurusan pelayanan perizinan. 
Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Hannantowiryo 
Hannannog, selaku masyarakat penerima layanan IMB : 
“Sosialisasi Program pelayanan dari Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saya rasa sudah cukup 
baik, saya biasa melihat program pelayanannya melalui koran, 
saya sempat lihat juga da di tempel di kantor kelurahan, serta 
juga di sediakan di media online  yang di sediakan oleh 
DPMPTSP, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi 
dari pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP”26 
Dari hasil wawancara dan observasi langsung dari penulis terkait 
web site dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo, menjelaskan bahwa SIMAP online yang di 
terapkan oleh DPMPTSP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat 
untuk melihat informasi-informasi terkait pelayanan perizinan, 
                                                             
25 Hasil wawancara dengan kepala bidang informas, pengaduan, dan pelayaanan terpadu dinas 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Palopo, pada hari kamis tanggal 10 
agustus 2017. 
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mendowload dokumen-dokumen penting terkait pelayanan perizinan 
seperti SP dan SOP, serta sebagai bentuk transparansi terkait 
aktivitas serta kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Terkait dengan pengurusan pendaftaran online perizinan di Web 
Site DPMPTSP Kota Palopo sampai saat ini, belum ada masyarakat 
pemohon yang mendaftar melalui online. Untuk itu proses sosialisasi 
program ini harus terus di lakukan dalam berbagai bentuk agar 
seluruh elemen masyarakat tahu tentang program SIMAP Online dan 
dapat memanfaatkan Web Site sesuai dengan tujuan dari SIMAP 
Online berbasis internet (web site) ini terapkan di DPMPTSP Kota 
Palopo. 
4.3.1.4.Layanan Weekend Service Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
 Pembenahan sektor pelayanan publik, khususnya pelayanan 
perizinan terus di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terciptanya Proyek perubahan besar 
yakni program pelayanan MABASSA ini merupakan salah satu bukti 
nyata dari DPMPTSP untuk menciptakan inovasi dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi dari 
pelayanan MABASSA ini adalah layanan perizinan akhir pekan 
(Weekend Service).  
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 Dengan adanya keinginan untuk melaksanakan  pelayanan 
perizinan  yang baik di Kota Palopo, maka lahirlah gagasan untuk 
menciptakan sebuah inovasi guna memberikan kemudahan kepada 
masyarakat melalu layanan perizinan akhir pekan pada hari  libur, 
yakni hari sabtu dan minggu. Lahirnya gagasan untuk melaksanakan 
pelayanan perizinan akhir pekan ini berawal dari adanya keluhan 
masyarakat pekerja perkotaan yang kesulitan mengurus izin pada 
hari kerja. Keluhan ini di sampaikan oleh masyarakat kepada 
DPMPTSP agar mereka dapat mengurus izin pada hari sabtu dan 
minggu. Dari keluhan tersebut, DPMPTSP dalam hal ini menyerap 
aspirasi dari masyarakat dan membuat inovasi baru yakni layanan 
akhir pekan (Weekend Service). Bapak Farid Kasim Js selaku 
Kepala DPMPTSP lebih lanjut mengatakan bahwa :  
“...Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Palopo memberikan layanan akhir pekan/ weekend 
service, yang di laksanakan pada hari sabtu dan minggu untuk 
memberikan kemudahan kepada masyarakat yang padat 
aktivitasnya pada saat hari kerja untuk dapat mengurus surat 
perizinan pada hari libur, yakni sabtu dan minggu. Jadi program 
ini sebagai salah satu perwujudan pelayanan MABASSA yang 
kami terapkan di DPMPTSP...”27 
 Layanan Akhir Pekan (Weekend Service) ini adalah program/ 
kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo yang dilaksanakan pada setiap akhir pekan 
(hari sabtu dan minggu) pada pukul 08.00 – 12.00 Wita di pusat 
kegiatan publik (Mall, pasar tradisional, dan even-even tertentu), hal 
                                                             
27
 Hasil wawancara dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu 
kota palopo, pada hari selasa tanggal 15 agustus 2017. 
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ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan lainnya 
secara bersamaan dengan kegiatan pengurusan izin, misalnya 
berbelanja, membawa anak-anaknya ke taman bermain, dan lain-
lain. Dengan adanya layanan akhir pekan ini, masyarakat Kota 
Palopo yang memiliki kesibukan dan tidak dapat menyempatkan 
melakukan pengurusan izin pada hari kerja, dapat melakukannya 
pada layanan akhir pekan (Weekend Service) yang di laksanakan 
oleh DPMPTSP. 
 Pelaksanaan layanan akhir pekan (Weekend Service) telah 
berlangsung sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang yang 
dilaksanakan setiap minggunya. Dalam melaksanakan program ini, 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah 
banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Untuk itu 
program ini akan terus dilakukan dan menjadi kegiatan rutin yang 
terintegrasi. Di harapkan dengan adanya program ini, tidak ada 
hambatan lagi bagi masyarakat untuk tertib dalam melakukan 
pengurusan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak ashar, selaku 
penerima layanan SITU/HO : 
“...Saya kan merupakan karyawan hypermart city market, 
pertama kali saya lihat pelayanan dari DPMPTSP itu ada di  
depan city market, DPMPTSP membuka pelayanan weekend 
service yang di laksanakan setiap sabtu dan minggu, 
persyaratannya pengurusan izin itu mudah, serta ada layanan 
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jemput antar (JA), sehingga saya tertarik dengan pelayanannya 
yang begitu simpel dan tidak ribet, ini salah satu kinerja 
pemerintah kota palopo yang tidak menyusahkan pelayanan 
karena pelayanannya cepat dan tidak ribet...”28 
 Dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa pelayanan 
weekend service yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo ini memberikan 
manfaat dan kemudahan kepada masyarakat, khususnya 
pegawai/karyawan yang tidak bisa mengurus surat perizinan pada 
saat hari kerja, sehingga dengan adanya pelayanan weekend service 
yang di laksanakan pada hari sabtu dan minggu ini sangat 
membantu para pegawai/karyawan untuk melakukan pengurusan 
surat perizinan. 
4.3.1.5. Program Layanan Jemput Antar (JA) Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
Dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas dari pelayanan 
perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, berbagai upaya dan inovasi telah di lakukan, berawal dari 
proyek perubahan besar dari DPMPTSP yakni program pelayanan 
MABASSA, menciptakan pelayanan yang mudah, akuntabel, 
bersahabat, adil, sederhana, simpatik, dan aman yang di wujudkan 
dalam berbagai program dan kegiatan agar program tersebut dapat 
terselenggara dengan baik sesuai dengan akronim dari MABASSA 
itu sendiri. Salah satu inovasi yang di lakukan selain 
                                                             
28 Hasil wawancara dengan bapak Ashar pada hari kamis tanggal 17 agustus 2017 
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penyederhanaan izin, kelengkapan SP dan SOP, SIMAP Online, dan 
Layanan Akhir Pekan (Weekend service) adalah Layanan Antar 
Jemput (JA). 
Layanan Antar Jemput (JA) ini merupakan layanan yang di 
berikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu untuk menjemput dan mengantar berkas perizinan dari 
masyarakat yang menggunakan transportasi mobil yang di sediakan 
oleh DPMPTSP dalam rangka untuk memudahkan masyarakat 
dalam pengurusan perizinan yang tidak sempat atau sibuk untuk 
datang langsung untuk melakukan proses pengurusan perizinan di 
kantor DPMPTSP. Layanan ini mulai diterapkan mulai bulan Januari 
2017. 
Dalam layanan Jemput Antar (JA) ini, petugas pelayanan beserta 
mobil dinas yang disediakan tersedia untuk melakukan jempt antar 
berkas, jadi masyarakat hanya perlu untuk menelpon nomor hotline 
dari DPMPTSP, yakni (0471) 23692, maka petugas pelayanan 
perizinan akan datang untuk menjemput berkas dari masyarakat 
sesuai dengan jenis perizininan yang mereka urus.  
Program Layanan Jemput Antar (JA) tentunya bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta memudahkan 
masyarakat dalam mengurus surat perizinan. Lebih jelas terkait 
dengan layanan ini, berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala 
Seksi Pelayanan Umum dan Pelaporan perizinan yang sekaligus 
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Koordinator Program Layanan Antar Jemput (JA), Bapak Hikmat 
Yasim : 
“...Program Layanan Jemput Antar (JA) ini telah berjalan mulai 
Januari 2017, alhamdulillah respon masyarakat terbilang cukup 
baik karena sebelum-sebelumnya ketika pemohon yang sibuk 
tidak sempat melakukan perizinan, mereka menggunakan calo 
untuk membantu melakukan perizinan. Dalam hal ini kami 
pemerintah menginginkan pelayanan yang lebih baik, 
pemerintah membuat program ini  untuk menghindarkan 
masyarakat dari calo, kami jemput berkasnya, ketika sudah 
selesai kami antar kembali berkasnya, dan ini tanpa di pungut 
biaya sekalipun, gratis.  kami sosialisasikan program-program 
yang ada di DPMPTSP kepada masyarakat, termasuk Program 
antar jemput (JA), awalnya masyarakat masih ragu untuk 
menggunakan program JA ini, namun kita terus sosialisasikan 
program ini, bahwa program JA in tidak dipungut biaya 
sepersen pun, tidak usah ragu dan takut untuk menggunakan 
layanan ini.Jadi dari awal Januari 2017 program ini di 
laksanakan telah mengalami peningkatan pemohon sampe 
pada bulan agustus ini,  adapun bentuk” dari sosialisasi 
program”ini dalam bentuk penyebaran brosur ke masyarakat, 
kami turun ke lapangan untuk memberikan brosur. Selain itu 
melalui media cetak dan website juga kita sosialisasikan 
program tersebut...”29 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa 
program layanan jemput antar (JA) merupakan layanan yang di 
berikan oleh DPMPTSP kepada masyarakat untuk memudahkan 
dalam proses pengurusan perizinan, di mana masyarakat yang tidak 
sempat untuk ke kantor DPMPTSP untuk langsung melakukan 
proses pengurusan, dapat menggunakan layanan ini tanpa di pungut 
biaya sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk menggunakan jasa 
dari para calo dalam melakukan pengurusan perizinan. 
                                                             
29
Hasil wawancara dengan kepala seksi pelayanan umum dan pelaporan perizinan sekaligus 
koordinator program layanan antar jemput (JA),  pada hari kamis tanggal 10 agustus 2017. 
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 Berikut ini hasil wawancara penulis dengan bapak Vence Siandy, 
selaku masyarakat penerima layanan SITU/HO : 
“...Kebetulan kemarin saya urus perpanjangan surat izin 
SITU/HO, aparatur pelayanan dari DPMPTSP datang langsung 
ke tempat saya untuk membantu proses perpanjangan, jadi 
saya tinggal memberikan surat izin yang telah mati, lalu 
kemudian mereka mengurus surat tersebut sampai terbitnya 
surat izin SITU/HO saya ,kemudian prosedur pelayanan yang 
diberikan itu lancar, tidak ada masalah sama sekali, jadi 
menurut saya kinerja DPMPTSP  itu lumayan baik, cepat, jelas, 
dan tidak ada masalah-masalah yang mengecewakan 
khususnya pelayanan perizinan...”30 
 Dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa bapak Vence 
Siandy dalam melakukan pengurusan perizinan menggunakan 
layanan jemput antar (JA) berkas, Dimana pegawai layanan 
langsung datang ke tempat untuk menjemput dan melengkapi berkas 
perizinan, kemudian membawa kembali ke kantor untuk di lakukan 
pemrosesan sampai terbitnya surat perizinan. 
Lebih lanjut lagi, berikut hasil wawancara penulis dengan bapak 
Ashar, selaku penerima layanan SITU/HO : 
“...Manfaat yang saya rasakan dengan adanya program Jemput 
antar (JA) dan weekend service dari DPMPTSP ini 
mempermudah proses layanan. Kita sebagai orang yang sibuk 
kerja di kantor, dengan adanya layanan jemput antar (JA) 
berkas, sangat mempermudah kami...” 
 Dari hasil wawancara dari bapak Vence Siandy dan bapak Ashar,  
menjelaskan bahwa dengan adanya program ini, tentu saja 
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan 
                                                             
30 Hasil wawancara dengan bapak Vence Siandy pada hari kamis tanggal 17 agustus 2017 
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pengurusan pelayanan, karena cukup untuk menelpon nomor hotline 
dari DPMPTSP, pegawai layanan langsung datang ke rumah dan 
melakukan pemrosesan berkas sampai terbitnya surat perizinan dari 
masyarakat. Untuk itu Layanan Jemput Antar (JA) dari tanggapan 
masyarakat sudah efektif di berlakukan, Layanan ini diharapkan akan 
terus berjalan di DPMPTSP Kota Palopo sebagai sarana untuk 
memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan perizinan. 
4.3.1.6. Program Service Exellent Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
 Sumber daya manusia merupakan faktor penting di dalam 
melakukan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada 
masyarakat, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas SDM 
yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu agar terciptanya pelayanan prima yang sesuai dengan visi 
misi dari DPMPTSP. Dalam mewujudkan pelayanan yang prima 
tentu aparatur pelayanan di tuntut untuk profesional dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Profesional yang dimaksud 
seperti yang disampaikan oleh Walikota Palopo,  bapak Judas amir 
adalah : 
“...Profesional itu adalah taat ilmu dan taat aturan, karena tidak 
ada satupun kegiatan yang tidak melekat profesional di 
dalamnya, jadi ketika ada seorang aparatur sipil negara 
melakukan pekerjaan secara profesional, berarti dia telah 
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melakukan pelayanan yang sesuai peraturan perundang-
undangan...”31 
Untuk itu salah satu program di bidang peningkatan sumber daya 
manusia dari pelayanan MABASSA adalah program Service 
Exellent. 
 Program Service Exellent merupakan program peningkatan 
sumber daya aparatur pelayanan yang di selenggarakan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima dan berkualitas 
kepada masyarakat kota Palopo agar terciptanya pelayanan 
MABASSA, yakni mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, 
simpatik, dan aman. Program ini sebagai perwujudan program 
pelayanan MABASSA yang merupakan proyek perubahan dalam 
rangka menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu sebagai pusat pelayanan publik yang terdepan di 
kawasan Indonesia Timur. 
 Lebih jelasnya terkait program Service Exellent ini, berikut hasil 
wawancara penulis dengan bapak Syam Sain, selaku Kepala Bidang 
Informasi, Pengaduan, dan Pelayanan Terpadu di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo : 
“... Program service exellent merupakan bentuk pelayanan 
prima di front office, artinya melakukan pelayanan dengan 
sesuai standar pelayanan internasional. Sikap aparatur dalam 
melayani masyarakat/ customer bukan hanya senyum, salam, 
dan sapa yang kita tunjukkan dalam melakukan pelayanan, 
                                                             
31Hasil wawancara dengan Walikota Palopo, pada hari senin, 14 agustus 2017 
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melainkan posisi saat melayani customer/ tamu, posisi duduk, 
gerak tubuh, cara berbicara dengan standar-standar yang 
internasional, kami katakan standar internasional, karena 
pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti satu minggu di makassar, 
menghadirkan tentor yang memberikan materi standar 
internasional, tentor pramugari garuda yang memberikan 
pelatihan pada saat itu. Program service exellent ini mulai 
berjalan juga pada januari 2017. Karena OPD baru itu baru 
berjalan efektif dapa januari 2017, selama januari 2017, kita 
sudah mengadakan pelatihan sebanyak 2 kali untuk aparatur 
pelayanan,yakni satu kali untuk pelayanan di front office, satu 
kali pelatihan secara keseluruhan, pelatihan tersebut kita 
lakukan sebagai bentuk peningkatan kapasitas aparatur 
pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima...”32 
Dari penjelasan bapak Syam Sain, di atas menerangkan bahwa 
program service exellent khusus terapkan untuk aparatur pelayanan 
di front office yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam 
melakukan pelayanan perizinan. Program tersebut dilaksanakan 
semata-mata untuk memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat kota Palopo.  
Berikut ini hasil wawancara penulis dengan bapak Hannantowiryo 
Hannanong, selaku masyarakat penerima layanan IMB : 
“...Pelayanan yang di berikan oleh DPMPTSP itu ramah, 
mudah, jelas dan tidak berbelit-belit, serta waktu kita juga tidak 
banyak terbuang karena di sana loket yang tersedia 
banyak,sehingga tidak perlu antri dalam melakukan 
pengurusan perizinan...”33 
                                                             
32Hasil wawancara dengan kepala bidang informasi, pengaduan, dan pelayanan terpadu di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, pada hari Kamis, tanggal 10 
Agustus 2017. 
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 Lebih lanjut, berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Vence 
Siandy, selaku penerima layanan SITU/HO : 
“Prosedur pelayanan di DPMPTSP itu lancar, tidak ada 
masalah, jadi menurut saya untuk saat ini, pelayanan diberikan 
itu cukup bagus, kalau bisa di tingkatkan lagi, kami selaku 
masyarakat akan lebih senang..”34 
 Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan respon yang positif 
terkait dengan pelayanan yang di berikan oleh aparatur pelayanan. 
Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pelayanan di DPMPTSP telah 
berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat sebagai perwujudan program service exellent  yang di 
terapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo. 
4.4.   Manfaat yang di Rasakan Masyarakat terhadap Pelayanan 
Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo 
 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendudukatas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik35. Dari pengertian pelayanan publik di 
atas menjelaskan bahwa pelayanan publik yang di selenggarakan oleh 
pemerintah itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dari 
                                                             
34
 Hasil wawancara dengan bapak Vence Siandy pada hari Kamis tanggal 17 agustus 2017. 
35UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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masyarakat serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada 
masyarakat. Untuk itu masyarakat sebagai penerima pelayanan harus 
senantiasa diberikan kemudahan pelayanan, kejelasan dan kepastian 
pelayanan, keterbukaan/ transparansi pelayanan, serta kenyamanan 
lingkungan pelayanan. 
 Pelayanan perizinan merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan 
Walikota Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang 
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
Penyelenggaraan perizinan oleh DPMPTSP bertujuan untuk memberikan 
manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Palopo. Untuk itu 
penulis akan mengemukakan beberapa manfaat yang dirasakan oleh 
masyarakat Kota Palopo terhadap pelayanan perizinan khususnya 
pelayanan perizinan IMB dan SITU/HO yang di berikan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan masyarakat penerima layanan perizinan IMB 
dan SITU/HO : 
1) Kemudahan dan Keramahan Pelayanan 
 Dari keseluruhan informan masyarakat yang penulis 
wawancarai, semua mengatakan bahwa pelayanan perizinan yang 
diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo itu mudah dan ramah. Seperti yang di 
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katakan bapak Ashar, selaku penerima layanan perizinan SITU/HO, 
mengatakan bahwa : 
“...Saya kan merupakan karyawan hypermart city market, 
pertama kali saya lihat pelayanan dari DPMPTSP itu ada di  
depan city market, DPMPTSP membuka pelayanan weekend 
service yang di laksanakan setiap sabtu dan minggu, 
persyaratannya pengurusan izin itu mudah, serta ada layanan 
jemput antar (JA), sehingga saya tertarik dengan pelayanannya 
yang begitu simpel dan tidak ribet, ini salah satu kinerja 
pemerintah kota palopo yang tidak menyusahkan pelayanan 
karena pelayanannya cepat dan tidak ribet...”36 
 Dari ungkapan bapak Ashar di atas, menunjukkan bahwa 
pelayanan yang di berikan oleh DPMPTSP memberikan 
kemudahan kepada beliau karena pelayanannya di dukung dengan 
program-program penunjang seperti pelayanan weekend service 
pada hari sabtu dan minggu, serta layanan jemput antar (JA), 
sehingga respon dari bapak ashar sangat baik terhadap Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo. 
 Selain bapak Ashar, salah satu informan penulis yakni bapak 
Hanantowiryo Hannanong yang merupakan masyarakat penerima 
layanan IMB, memberikan tanggapan terkait pelayanan perizinan 
yang di berikan oleh DPMPTSP, yakni sebagai berikut : 
“...Pelayanan yang di berikan oleh DPMPTSP itu ramah, mudah, 
jelas dan tidak berbelit-belit, serta waktu kita juga tidak banyak 
                                                             
36Hasil wawancara dengan bapak Ashar pada hari kamis tanggal 17 agustus 2017 
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terbuang karena di sana loket yang tersedia banyak,sehingga 
tidak perlu antri dalam melakukan pengurusan perizinan...”37 
 
Dari penjelasan bapak Hanantowiryo Hannanong, juga 
menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP itu 
memberikan kemudahan kepada beliau serta aparatur pelayanan 
juga ramah. Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa 
pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu itu memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota 
Palopo dengan berbagai program pelayanan yang ditawarkan, 
yakni seperti program service exellent, program jemput antar (JA), 
dan juga aparatur pelayanan yang memberikan pelayanan itu 
ramah karena program service exellent yang diterapkan sehingga 
masyarakat merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh DPMPTSP. 
2) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan 
 Dalam melakukan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlandaskan pada 
standar pelayanan serta SOP yang telah di tetapkan di dinas 
tersebut, dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat terkait 
kejelasan dan kepastian pelayanan, baik dalam hal persyaratan 
pelayanan, prosedur pelayanan, dan jangka waktu pelayanan itu 
mendapat respon yang positif dari masyarakat. Seperti yang di 
ungkapkan salah satu informan dari penulis, bapak Vence Siandy 
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yang merupakan penerima layanan SITU/HO, mengemukakan 
pendapatnya terkait pelayanan perizinan di DPMPTSP sebagai 
berikut : 
“....Persyaratan yang diberikan itu tergolong mudah, kebetulan 
kemarin saya urus perpanjangan surat izin SITU/HO, aparatur 
pelayanan dari DPMPTSP datang langsung ke tempat saya 
untuk membantu proses perpanjangan, jadi saya tinggal 
memberikan surat izin yang telah mati, lalu kemudian mereka 
mengurus surat tersebut sampai terbitnya surat izin SITU/HO 
saya, kemudian prosedur pelayanan yang diberikan itu lancar, 
tidak ada masalah sama sekali, serta jangka waktu yang 
penerbitan surat izin SITU/HO saya itu sekitar 5 hari, jadi 
menurut saya kinerja DPMPTSP  itu lumayan baik, cepat, jelas, 
dan tidak ada masalah-masalah yang mengecewakan 
khususnya pelayanan perizinan...”38 
  
 Dari tanggapan yang diberikan oleh bapak Vence Siandy di 
atas, menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sesuai 
dengan standar pelayanan dan SOP yang ada di dinas tersebut, 
sehingga memberikan kejelasan dan kepastian pelayanan kepada 
masyarakat. Selaras dengan tanggapan dari bapak Vence Siandy, 
berikut hasil wawancara penulis terhadap bapak Hasri yang 
merupakan penerima layanan IMB terhadap pelayanan perizinan di 
DPMPTSP  sebagai berikut : 
“...Persyaratan di DPMPTSP itu bagi saya mudah, tidak 
dipersulit, serta persyaratan yang diberikan itu standar dan 
umum, terkait prosedur pelayanan itu di mudahkan, serta 
aparatur pelayanan juga ramah, terus jangka waktu terbitnya 
surat IMB saya sekitar 4 hari kerja, jadi menurut saya pelayanan 
yang diberikan sudah maksimal dan transparan...”39 
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Dari ungkapan dari bapak Vence Siandy dan bapak Ashar di 
atas menegaskan bahwa dalam melakukan pelayanan perizinan, 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
berdasar pada Standar pelayanan dan SOP di dinas tersebut serta 
memberikan kejelasan dan kepastian dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat kota Palopo. 
3) Keterbukaan/ Transaparansi biaya Pelayanan 
 Dalam memberikan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo telah menerapkan SIMAP Online 
berbasis internet (web site), sehingga segala informasi baik 
aktivitas, kinerja, serta dokumen-dokumen penting terkait 
penyelenggaraaan pelayanan perizinan seperti standar pelayanan, 
SOP serta dokumen lain telah bisa di dapatkan oleh masyarakat 
kota Palopo sebagai bentuk keterbukaan DPMPTSP dalam 
menyelenggarakan pelayanan perizinan. Proses pendaftaran 
perizinan serta pengaduan masyarakat juga sudah bisa dilakukan 
secara online di Web site yang telah disediakan yakni 
“dpmptsp.palopokota.go.id”.  
 Terkait dengan transaparansi biaya pelayanan, khususnya 
terkait pelayanan perizinan IMB dan SITU/HO yang diberikan oleh 
DPMPTSP terhadap masyarakat, berikut hasil wawancara penulis 
dengan bapak Ashar selaku masyarakat penerima layanan 
SITU/HO serta bapak Hanantowiryo Hannanong selaku penerima 
layanan IMB terkait biaya pelayanan. 
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Bapak Ashar selaku masyarakat penerima layanan SITU/HO 
mengemukakan bahwa : 
“...Biaya retribusi yang saya bayar hanya pada perizinan HO, 
sedangkan perizinan SITU itu tidak dikenakan biaya. Adapun 
biaya yang saya bayar adalah sebesar 100 ribu rupiah, yang 
saya bayarkan melalui Bank Sulsel-Bar...”40 
Kemudian Bapak Hanantowiryo Hannanong selaku masyarakat 
penerima layanan IMB juga mengemukakan bahwa : 
“...Biaya retribusi yang di kenakan itu sekitar 2,4 juta rupiah, itu 
sesuai aturan yang ada, dan saya langsung membayar biaya 
retribusi tersebut melalui Bank Sulsel-Bar, Jadi tidak ada istilah 
pungutan liar karena pembayaran di lakukan langsung melalui 
Bank Sulsel-Bar...”41 
 Dari ungkapan bapak Ashar dan bapak Hanantowiryo 
Hannanong menjelaskan bahwa biaya retribusi yang dikenakan 
dalam pengurusan IMB dan SITU/HO telah sesuai dengan prosedur 
karena retribusi dibayar langsung di Bank Sulsel-Bar, sehingga  
bentuk transparansi biaya pelayanan itu jelas dan tidak ada 
penambahan biaya (pungutan liar). 
4) Kenyamanan Lingkungan Pelayanan 
 Kenyamanan lingkungan pelayanan merupakan salah satu 
unsur  yang mendukung keseluruhan sistem pelayanan. 
Kenyamanan lingkungan dapat dikatakan sebagai  unsur pertama 
yang dilihat dan di rasakan oleh masyarakat penerima layanan. 
Oleh karena itu sebaik apapun pelayanan yang diberikan oleh 
aparatur pelayanan, namun ketika suasana pelayanan tidak 
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nyaman, maka masyarakat penerima layanan juga merasa tidak 
betah. Untuk itu penciptaan suasana nyaman sangat penting untuk 
diperhatikan oleh pemberi pelayanan. 
 Berdasarkan pengalaman pribadi dari penulis, pada saat 
mengurus surat perizinan penelitian di DPMPTSP, suasana front 
office di dinas tersebut menurut penulis itu nyaman dan asri, karena 
di ruangan tersebut di lengkapi dengan sarana-prasarana 
penunjang pelayanan, seperti AC, Televisi, CCTV, ruang tunggu, 
bebas asap rokok, loket pendaftaran yang cukup banyak, serta 
sikap dari aparatur pelayanan itu ramah dan murah senyum. 
 Kemudian beradasarkan hasil wawancara dengan bapak 
Hannantowiryo Hannannong, selaku masyarakat penerima layanan 
IMB, mengemukakan bahwa : 
“...Pelayanan yang diberikan jelas, mudah, ramah, dan tidak 
berbelit-belit. Artinya pelayanan terpadu satu pintu kan, ada 
persayaratan yang kita penuhi, setelah itu kita kesana 
mengurus berkas, di sana tersedia banyak loket sehingga 
memudahkan pelayanan, selain itu fasilitas di sana itu cukup 
baik sehingga memberikan kenyamanan bagi saya dalam 
pengurusan perizinan...”42 
 
4.5. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo 
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya masalah 
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pelayanan perizinan dan non perizinan berlandaskan pada 
Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Dengan demikian seluruh jenis 
perizinan dan non perizinan yakni 22 jenis izin menjadi 
kewenangan dari DPMPTSP Kota Palopo. 
 Dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat Kota 
Palopo, tentunya tidak lepas dari hambatan serta tantangan yang 
mempengaruhi proses pelaksanaan pelayanan. Berikut ini beberapa faktor 
yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
4.5.1. Faktor Pendukung 
a) Sumber Daya Aparatur Pelayanan Perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo 
 Dalam melaksanakan pelayanan publik, salah satu unsur 
penting yang harus dimiliki adalah sumber daya manusia. 
Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan 
pelaksanaan pelayanan publik yang sangat perlu untuk 
mendapat perhatian khusus dalam pengembangan kualitas 
pelayanan publik. Seperti halnya di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, dimana 
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sumber daya aparatur pelayanan merupakan faktor 
pendukung dalam melaksanakan pelayanan perizinan 
kepada masyarakat Kota Palopo. 
  Pengembangan sumber daya aparatur pelayanan 
mendapatkan perhatian khusus di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Dimana 
salah satu program DPMPTSP terkait sektor pengembangan 
SDM adalah service exellent yang merupakan program 
peningkatan sumber daya aparatur pelayanan yang di 
selenggarakan dalam rangka untuk memberikan pelayanan 
prima dan berkualitas kepada masyarakat kota Palopo. 
Dalam program ini, aparatur pelayanan di berikan pelatihan-
pelatihan pelayanan publik dalam rangka untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 
sebagai penerima layanan. Untuk itu sumber daya manusia 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo merupakan faktor penting dalam 
menyelenggarakanpelayanan publik khususnya pelayanan 
perizinan. 
b) Sarana dan Prasarana 
 Selain sumber daya manusia, salah satu faktor 
pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana 
merupakan segala fasilitas penunjang dalam pelaksanaan 
pelayanan perizinan di DPMPTSP. Fungsi dari sarana dan 
prasarana di dalam penyelenggaran pelayanan perizinan di 
DPMPTSP adalah sebagai berikut : 
 Mempermudah dan mempercepat proses 
pelaksanaan pelayanan perizinan, sehingga efektifitas 
waktu pelayanan dapat terjaga; 
 Meningkatkan produktivitas pelayanan perizinan; 
 Menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam 
pelayanan perizinan; 
 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; 
 Menimbulkan rasa puas pada masyarakat selaku 
penerima layanan; 
 Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan perizinan khususnya di sektor sarana dan 
prasarana juga tidak kalah pentingnya,dimana berbagai 
fasilitas penunjang pelayanan telah disediakan oleh 
DPMPTSP.  
 Adapun Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kota 
Palopo yang di Maksud adalah fasilitas-fasilitas penunjang 
seperti tersedianya ruangan front office khusus untuk 
melakukan pelayanan perizinan yang dilengkapi oleh 
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beberapa fasilitas seperti AC, televisi, CCTV, Wireless,kotak 
pengaduan masyarakat serta beberapa loket pendaftaran 
sebagai penunjang untuk mempermudah dan memberikan 
kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan 
pengurusan perizinan. Selain itu fasilitas penunjang lainnya 
adalah ketersediaannya mobil dinas untuk program jemput 
antar (JA) perizinan. Ketersediaan fasilitas lainnya seperti 
diberlakukannya SIMAP online berbasis internet (web site) 
untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan 
informasi-informasi, dokumen terkait pelayanan perizinan, 
maupun untuk melihat aktivitas/kegiatan yang di laksanakan 
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Palopo. 
c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian, 
dan Penertiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, 
khususnya pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dalam hal 
ini di bantu oleh UPT teknis pengawasan, pengendalian, dan 
penertiban perizinan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
pengawasan, pengendalian, dan penertiban perizinan 
merupakan UPT yang melaksanakan tugas pokok dan 
kewenangan DPMPTSP di bidang pengawasan, 
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pengendalian, dan penertiban  perizinan dan  melaksanakan 
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala DPMPTSP 
Kota Palopo. 
 Unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan, pengendalian, 
dan penertiban perizinan di bentuk berdasarkan Peraturan 
Walikota Palopo Nomor  16 Tahun 2017 Tentang Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
UPT Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Perizinan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. Adapun rincian tugas dari Kepala UPT pengawasan, 
pengendalian, dan penertiban adalah sebagai berikut : 
 Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang 
pengawasan, pengendalian, dan penertiban perizinan; 
 Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, 
dan penertiban perizinan; 
 Menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di 
bidang pengawasan, pengendalian, dan penertiban 
perizinan; 
 Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang 
berwenang dalam rangka pengawasan, pengendalian, 
dan penertiban perizinan; 
 Melaksanakan pemantauan hasil kegiatan; 
119 
 
 Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk 
pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan 
mengevaluasi hasil kerjanya; 
 Menilai kinerja aparatur sipil negara  sesuai ketentuan 
peratuan perundang-undangan; 
 Membuat hasil kegiatan serta memberi saran 
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan 
dalam penentuan kebijakan; 
 Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala 
UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
 Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang  
diperintahkan atasan sesuai dengan tugasnya. 
d) Tim Teknis Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Teknis 
 Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo di bantu oleh tim teknis dari satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) teknis. Tim Teknis ini merupakan tim dari 
SKPD teknis yang diberikan surat tugas dari masing-masing 
kepala SKPD terkait untuk membantu DPMPTSP dalam 
menyelenggarakan pelayanan perizinan terkhusus untuk 
mengkaji, menelaah, melakukan peninjauan, dan mengambil 
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keputusan terkait layak tidaknya sebuah surat perizinan itu di 
terbitkan. 
 Tim Teknis Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Teknis ini dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Palopo 
Nomor 28/ I/ 2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pada  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Palopo Tahun 2017. Tim Teknis sebagaimana 
dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut : 
 Mengadakan telaah secara teknis terhadap 
permohonan perizinan; 
 Mengadakan Pemeriksaan Lapangan/ Lokasi; 
 Membuat Berita Acara Pemeriksaan/ Peninjauan 
Lapangan (BAPL); 
 Membuat Perhitungan dan Dasar Pengenaan Pajak/ 
Retribusi Daerah; 
 Membuat Rekomendasi Tim Teknis; 
 Membuat surat Keterangan terhadap penolakan 
permohonan perizinan; 
 Melaksanakan Rapat-rapat Tim Teknis; 
 Memberikan Informasi Teknis terhadap pengaduan 
masyarakat; 
 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
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Satu Pintu Kota Palopo mengenai diterima atau 
ditolaknya suatu permohonan perizinan; dan 
 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
Adapun susunan tim teknis pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kota Palopo adalah 
sebagai berikut :   
Tabel 18. Susunan Tim Teknis Pada DPMPTSP Kota Palopo Tahun 
2017 




JENIS PERIZINAN KET 
1 Dinas Kesehatan Kota Palopo 2 (Dua) 
Orang 
1. Izin Sarana Prasarana Pelayanan   
Kesehatan; 
2. Izin Tenaga Kesehatan; 
3. Izin Produksi Makanan Dan Minuman 
Pada Industri Rumah Tangga 
 
2 Dinas Kependidikan Kota Palopo 1 (Satu) 
Orang 
1. Izin Penyelenggaraan Paud, Pendidikan 
Dasar Dan Nonformal Oleh Masyarakat 
 
3 Dinas Pekerjaan Umum Dan 
Penataan Ruang Kota Palopo 
2 (Dua) 
Orang 
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
2. Izin Lokasi 
 




1. Izin Lingkungan 
2. Situ/Ho 
3. Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Pplh) 
 
5 Dinas Perhubungan Kota Palopo 2 (Dua) 
Orang 
1. Izin Trayek Angkutan Barang 
2. Izin Usaha Angkutan Pelayaran 
 
6 Dinas Perindustrian Kota Palopo 2 (Dua) 
Orang 
1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 
 
7 Dinas Perdagangan Kota Palopo 1 (Satu) 
Orang 
1. Surat Izin Perdagangan (SIUP) 
2. Izin Toko Swalayan 
3. Tanda Daftar (Khusus Gudang) 




8 Dinas Koperasi Usaha Menengah 
Kecil Dan Menengah 
1 (Satu) 
Orang 
1. Tanda Daftar Koperasi (TDG) 
2. Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) 
 
9 Dinas Perikanan Kota Palopo 1 (Satu) 
Orang 
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) 
 
10 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi 
Kreatif Kota Palopo 
1 (Satu) 
Orang 
1. Tanda Daftra (Khusus Usaha 
Pariwisata) 
 
11 Dinas Penanaman Modal Dan 




1. Izin Penanaman Modal (IPM) 
2. Izin Reklame 
 
 
12 Dinas Kesatuan Bangsa, Politik, 




1. Izin Penelitian 
2. Izin Penyelenggaraan Kegiatan 
 
13 Bagian Administrasi Pembangunan 
Setda Kota Palopo 
1 (Satu) 
Orang 
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 
 
Sumber : Keputusan Walikota Palopo No. 28/ I/ 2017 
 
4.5.2. Faktor Penghambat  
a) Perlunya waktu  untuk menyesuaikan beberapa regulasi 
terkait pelayanan perizinan 
 Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo adalah diperlukannya waktu 
untuk menyesuaikan beberapa regulasi terkait pelayanan 
perizinan. Regulasi hadir untuk membuat  proses pelayanan 
perizinan menjadi terarah dan berkualitas. Namun ada 
beberapa regulasi terkait pelayanan perizinan yang 
memerlukan waktu untuk di terapkan di daerah khususnya di 
Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
bapak Farid Kasim Js, selaku kepala 
DPMPTSP,memaparkan bahwa : 
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“...Memang ada regulasi-regulasi yang perlu untuk di 
sesuaikan dalam proses pelaksanaan pelayanan. inilah 
yang membutuhkan sinergitas antara stake holder dan 
semua pihak untuk mencermati daripada pemenuhan 
standar daripada regulasi itu sendiri, namun itu bukan 
menjadi soal bagi kita karena semua bisa ada jalan 
keluarnya...”43 
 
 Lebih lanjut lagi, berikut hasil wawancara penulis dengan 
bapak Syam Sain, selaku kepala bidang Informasi, 
Pengaduan, dan Pelayanan Terpadu : 
“...Ada beberapa regulasi terkait perizinan itu sangat 
berpengaruh ke pelayanan kami, Permendagri tentang 
penghapusan izin gangguan di daerah,di satu sisi 
pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan 
pemerintah tersebut, namun di sisi lain pedoman kita di 
daerah belum bisa menyesuaikan terkait peraturan 
pemerintah tersebut, karena penyesuaian regulasi itu 
membutuhkan waktu yang lama, sehingga terkadang 
menghambat proses pelayanan kami...”44 
 
  Adapun regulasi yang di maksudkan dari bapak Syam 
Sain di atas adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 
Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 
Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dalam hal ini, 
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peraturan ini telah di terbitkan dan dterapkan oleh 
pemerintah pusat, namun di Kota Palopo masih memerlukan 
waktu untuk menyesuaikan dan menerapkan regulasi 
tersebut. 
 Dari hasil kedua wawancara di atas, menjelaskan bahwa 
salah satu faktor penghambat dalam pelaksanan pelayanan 
perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo adalah perlunya waktu 
dalam menyesuaikan beberapa regulasi terkait perizinan. 
Regulasi yang terkadang proses perubahannya yang begitu 
cepat di pemerintah pusat, sehingga membuat pemerintah 
daerah dalam hal ini DPMPTSP perlu waktu untuk 
menyesuaikan regulasi tersebut. 
b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Memilki Surat 
Perizinan 
 Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan 
pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo adalah 
kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
memiliki surat perizinan terkait dengan kegiatan/ usaha yang 
di miliki. Masih banyak masyarakat yang kurang taat dan 
enggan untuk mengurus surat perizinan, padahal proses 
pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo sudah banyak 
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menawarkan kemudahan pelayanan seperti program jemput 
antar (JA) dan program weekend service pada hari sabtu-
minggu. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang 
menganggap bahwa perizinan itu seperti pola-pola lama 
yang sulit dan berbelit-belit. 
 Dari hasil tinjauan lapangan dari UPT Pengawasan, 
Pengendalian, dan Penertiban Perizinan DPMPTSP Kota 
Palopo tercatat ada beberapa masyarakat yang membangun 
bangunan tanpa Izin Membangun Bangunan (IMB) , ini 
merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelayanan 
perizinan. 
 Masalah ini tentunya menjadi perhatian bagi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo untuk memberikan pemahamam serta sosialisasi ke 
seluruh elemen masyarakat Kota Palopo bahwa proses 
pelayanan perizinan di DPMPTSP itu memberikan layanan 
yang mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, 











Berdasarkan uraian pada bab IV sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran untuk sebagai masukan bagi semua kalangan 
sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya. 
5.1. Kesimpulan 
1. Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Palopo, 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo strategi pelayanan yang di terapkan dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan perizinan di Kota Palopo adalah proyek 
berubahan besar yang bernama program pelayanan MABASSA, 
yang secara harpiah dalam bahasa lokal  berarti ramah. 
“MABASSA” merupakan komitmen pelayanan secara menyeluruh, 
yang merupakan akronim dari  pelayanan yang Mudah, Akuntabel, 
Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik, dan Aman. Dalam 
pelaksanaan program pelayanan MABASSA ini, telah banyak 
program-program serta inovasi yang tercipta dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan di DPMPTSP Kota Palopo. 
Adapun program-program yang telah di laksanakan dalam 
pelayanan MABASSA ini adalah : 
a. Penyederhanaan Jenis Perizinan dan Non Perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
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Palopo. Jenis perizinan yang sebelumnya berjumlah 78 jenis 
perizinan, telah di sederhanakan menjadi 22 jenis perizinan 
beserta dengan syarat-syaratnya berdasarkan peraturan 
Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota 
Palopo. 
b. Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP)  di DPMPTSP yang sebelumnya hanya 
memiliki 13 jenis SP dan SOP, kini setelah pelayanan 
MABASSA di terapkan, 22 jenis perizinan telah memiliki SP 
dan SOP masing-masing. 
c. Program Sistem Manajamen Administrasi Perizinan (SIMAP) 
Online berbasis internet (web site) yang mulai berjalan pada 
bulan oktober 2016.  
d. Layanan Weekend Service Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Pelayanan 
Weekend Service merupakan pelayanan akhir pekan, yakni 
pada hari sabtu-minggu pada pukul 08.00 – 12.00 Wita  di 
pusat kegiatan publik (Mall, pasar tradisional, dan even-even 
tertentu) yang mulai berjalan pada bulan januari 2017. 
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e. Program layanan Jemput Antar (JA) Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. 
Layanan Antar Jemput (JA) ini merupakan layanan yang di 
berikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu untuk menjemput dan mengantar berkas 
perizinan dari masyarakat yang menggunakan transportasi 
mobil yang di sediakan oleh DPMPTSP Kota Palopo. 
Layanan ini mulai diterapkan mulai bulan Januari 2017. 
f. Program Service Exellent Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Program 
Service Exellent merupakan program peningkatkan sumber 
daya aparatur pelayanan yang mulai berjalan pada bulan 
januari 2017. 
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo, berbagai manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat 
Kota Palopo, yakni : 
 Kemudahan dan Keramahan Pelayanan; 
 Kejelasan dan Kepastian Pelayanan; 
 Keterbukaan/ Transaparansi Pelayanan; dan 
 Kenyamanan Lingkungan Pelayanan 
3. Faktor yang mempengarui pelaksanaan pelayanan perizinan di 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
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Palopo meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun 
Faktor pendukung, antara lain : 
 Sumber Daya Aparatur Pelayanan Perizinan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Palopo 
 Sarana dan Prasarana 
 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian, 
dan Penertiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
 Tim Teknis Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Teknis 
Adapun Faktor penghambat, antara lain : 
 Perlunya waktu  untuk menyesuaikan beberapa regulasi 
terkait pelayanan perizinan 
 Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam memiliki surat 
perizinan 
6.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka saran-saran 
yang di berikan oleh peneliti yaitu : 
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Palopo dalam melaksanakan pelayanan perizinan perlu 
untuk lebih mensosialisasikan terkait program-program 
pelayanan perizinan yang telah diterapkan di DPMPTSP 
kepada masyarakat Kota Palopo, baik sosialisasi berupa 
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membuka forum sosialisasi kepada masyarakat maupun 
melalui media sosial maupun media cetak agar informasi-
infromasi terkait program pelayanan dapat menyentuh seluruh 
elemen masyarakat Kota Palopo. 
2. Dalam penyelenggaran perizinan, khususnya terkait dengan 
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), 
DPMPTSP Kota Palopo perlu untuk memperlihatkan dan 
menampilkan dan SOP dari 22 jenis perizinan yang di 
selenggarakan kepada masyarakat di ruangan Front Office 
dalam bentuk  spanduk atau banner, agar masyarakat yang 
melakukan pelayanan, bisa melihat langsung standar 
operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan jenis 
perizinan yang dia urus. Hal ini sebagai proses keterbukaan 
dari DPMPTSP Kota Palopo dalam melakukan pelayanan 
yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang 
telah di tetapkan. 
3. Dalam pelayanan perizinan, khususnya pelayanan perizinan 
IMB dan SITU/HO, tim teknis dari Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu untuk memberikan 
pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait 
alokasi atau perhitungan biaya retribusi dari perizinan tersebut 
agar lebih transparansi sehingga masyarakat dapat lebih yakin 
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Keputusan Walikota Palopo Nomor  28/ I/ 2017 Tentang Pembentukan 
Tim Teknis  Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo Tahun 2017 
Keputusan Walikota Palopo Nomor  357/ XI/ 2016 Tentang Penetapan 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
Keputusan Walikota Palopo Nomor  358/ XI/ 2016 Tentang Standar 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. 
Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT 
Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Perizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian 
Wewenang Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 
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Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Palopo. 
Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 Tentang 
Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo 
Undang-undang Dasar 1945 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Daerah 

































































































































































































Wawancara Dengan Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan 













Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Informasi, Pengaduan, dan 
Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 












Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pengkajian dan 
Pemrosesan Perizinan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

























Wawancara dengan salah satu masyarakat penerima layanan 















Wawancara dengan  salah satu masyarakat penerima layanan 












Wawancara dengan salah satu masyarakat penerima layanan IMB, 






























Beberapa Sarana dan Pra sarana di DPMTPSP Kota Palopo 
